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ABSTRAK 

Diah Putri Ayu Musrifatul Laili, 2017 : Kontribusi Pelaksanaan Program SPKP 
(Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa 
Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah 
program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan pengentasan kemiskinan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan pinjaman bergulir 
atau SPP (simpan pinjam kelompok perempuan). Oleh sebab itu apakah program 
tersebut mampu berjalan sesuai dengan konsep, keinginan serta tujuannya. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana 
pelaksanaan program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa 
Umbusari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? 2). Apakah konstribusi 
program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) terhadap pemberdayaan 
ekonomi masyarakat di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten 
Jember? 3). Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap program SPP 
(simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari 
Kabupaten Jember? 

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pelaksaan program 
SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa Umbulsari Kecamatan 
Umbulsari Kabupaten Jember. 2). Untuk mengetahui bagaimana konstribusi 
program SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa Umbulsari 
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 3). Untuk mengetahui pandangan 
hukum ekonomi Islam terhadap program SPKP (simpan pinjam kelompok 
perempuan) di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu 
konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Analisis deskriptif 
kualitatif artinya suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah 
dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan 
argumentasi logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat. 

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program SPKP (simpan pinjam 
kelompok perempuan) di Desa Umbulsari kurang transparan dan akuntabel. 
Konstribusi program SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa 
Umbulsari ini sangat membantu pendapatan perekonomian masyarakat. 
Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap program SPKP (simpan pinjam 
kelompok perempuan) di Desa Umbulsari mengandung bunga 1,5% perbulan, 
dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk bersifat amanah dan tolong-menolong 
walaupun pada praktiknya SPKP menggunakan bunga, namun bagi masyarakat 
yang menjadi nasabah mereka tidak diberatkan dalam pengembalian dana yang 
dipinjamkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemberdayaan masyarakat secara etimologi pemberdayaan 

berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu.1 

Imbuhan pada kata pemberdayaan mempunyai arti berusaha meningkatkan 

dengan melakukan sesuatu. Sedangkan di dalam istilah Bahasa Inggris 

disebut dengan kata “empowerment”. Menurut Wiliam Webster, 

empowerment  memiliki dua arti, pertama berarti to give power or 

authority to, yaitu memberikan kekuasaan atau kekuatan pada pihak lain. 

Dan pengertian kedua adalah to give ability or enable yaitu upaya untuk 

memberikan kemampuan atau keberdayaan.2 

Istilah pemberdayaan masyarakat menurut Koesnadi 

Hardjasoemantri adalah upaya sadar dan berencana menggunakan atau 

mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang 

berkeseimbangan untuk meningkatkan mutu hidup.3 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari 

paradigma pembangunan  yang memfokuskan perhatiannya kepada semua 

aspek prinsipil dari manusia di lingkungannya, yakni memulai dari aspek 

                                                        
1 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,cet VIII, 1996), 233. 
2 Onny S, Prijono, Pemberdayaan: Konseo, Kebijakan dan Implementasi (Jakarta: CSIS, 1996), 3. 
3 Koesnadi Hardjasoemantri, Pemberdayaan Masyarakat Berawalan Lingkungan, sebuah 

pendekatan hukum lingkungan dalam Muhamadiyyah dan pemberdayaan rakyat, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1995), 61. 
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intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai 

kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan 

menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keagamaan dan 

lingkungan. 

Adapun makna pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam 

penelitian ini, yaitu upaya partisipasi bersama secara terprogram, terarah, 

teroganisir untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat 

yang sedang dalam kondisi kurang sejahtera sampai miskin, sehingga 

mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPMMP) adalah program yang dibentuk oleh pemerintah 

dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Sebelum terjadi krisismoneter, khususnya di bidang ekonomi 

telah mencatat sejumlah kemajuan walaupun masih ditemui sejumlah 

masalah pembangunan yang perlu segera dicari solusinya. Permasalahan 

tersebut merupakan masalah fundamental yang bersifat kronis, yaitu 

berkaitan dengan kesenjangan antar pelaku ekonomi, kesenjangan antar 

sektor ekonomi, kesenjangan antar daerah. Kesenjangan ini berakibat luas 

pada masalah kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial. 

Ekonomi Islam memandang bahwa kemiskinan identik dengan 

penderitaan, kesengsaraan, ketidakadilan, perputaran harta yang hanya 

pada sebagian golongan dan tidak produktif. Secara doktrinal, Islam 
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mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengatasi dan memecahkan 

berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan, baik kemiskinan 

struktural maupun kultural, baik kemiskinan spiritual maupun material.4 

Bagaimana pun juga kemiskinan dalam berbagai aspeknya tidak sesuai 

dengan citra ideal manusia yang hendak dibangun oleh ajaran Islam itu 

sendiri, yaitu citra sebagai wakil Tuhan di muka bumi (khalifatullah fil 

ardli) dengan dibekali kemampuan konseptual yang tinggi untuk 

menciptakan kemakmuran bersama berdasarkan wawasan moralitas 

seorang hamba Tuhan yang selalu taat kepada hukum-hukum-Nya dalam 

kehidupan semesta. Dan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk mencapai falah 

(kebahagiaan), tentunya dengan memperhatikan kemaslahatan umat. 

Kemiskinan merupakan problem yang sangat menuntut pemecahan 

secepat mungkin dari semua pihak. Adapun ayat al-Qur’an yang 

mengandung pesan tentang perlunya pemberantasan kemiskinan yaitu 

dalam QS. Al-Insan: 8 berbunyi.5 dan Q.S Al-Baqarah: 215 

                            

Artinya: dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan (QS. Al-Insan: 8). 

Q.S Al-Baqarah: 215 yang berbunyi:6 

                                                        
4 Musa Asy’arie, Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual (Yogyakarta: LESFI, 2002), 61. 
5 Al-Qur’an dan Terjemahan, 1113. 
6 Ibid., 54. 
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Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah:“Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 
diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat. Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. 

 
Manusia lahir ada dengan segala kebutuhannya, di lain pihak alat 

pemenuhan kebutuhan manusia terbatas adanya. Ketidakseimbangan 

antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan 

yang terbatas tersebut menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu ekonomi. 

Beberapa persoalan pokok yang diharapkan mampu dipecahkan melalui 

ilmu ekonomi. Persoalan-persoalan tersebut antara lain: bagaimana 

mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan 

barang-barang dan jasa unuk memenuhi kebutuhan apa dan berapa banyak 

setiap barang dan jasa perlu dihasilkan dan bagaimana pula nantinya 

mendistribusikan setiap barang dan jasa kepada masyarakat yang 

membutuhkannya.7 

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatanya itu 

kemiskinan alamiah8, kemiskinan struktural,9 dan kesenjanganan antar 

                                                        
7 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 1. 
8Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam. 
9Kemiskinan struktutural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem pemerintahan 
suatu Negara. 
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wilayah.10 Persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendahnya 

kesempatan dan peluang kerja bagian kerja di perdesaan. Upaya untuk 

menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang 

berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan 

aspek – aspek penyadaran, dan pendayagunaan. 

Dan pemerintah telah berupaya menyalurkan berbagai program 

untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Salah satu cara 

dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan menggunakan pendekatan 

pemberdayaan sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa program 

pemberdayaan masyarakat antara lain: PKK, P2KP, PEMP dan KUBE dll, 

program pembangunan ekonomi ternyata tidak efektif. Program-program 

baru yaitu Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri 

(PNPM).11 

Pada pelaksanaannya, program PNPM Mandiri Perdesaan 

memprioritaskan kegiatan bidang pinjaman bergulir untuk kelompok 

perempuan dan keterampilan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Dari 

kegiatan tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah pinjaman bergulir 

untuk kelompok perempuan yang disebut juga dengan Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan (SPP). 

Dengan kegiatan pinjaman bergulir atau SPP, yaitu pinjaman 

dengan skala mikro kepada masyarakkat miskin di wilayah kelurahan atau 

desa dimana Unit Pengelola Keuangan (UPK) berada dengan ketentuan 

                                                        
10Kemiskinan antar wilayah adalah pembangunan antar wilayah yang tidak merata. 
11 https://pkkjatim.wordpress.com/ diakses tanggal 21 Mei 2017 
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dan persyaratan yang telah ditetapkan.  Meskipum pelaksanaan kegiatan 

pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk 

menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin 

dengan pinjaman mikro, namun PNPM bukanlah program keuangan mikro 

dan tidak akan menjadi milik individu, akan tetapi program pemerintah 

yang akan selalu membangun dan memberi kesejahteraan bagi mayarakat. 

Adanya pinjaman dana bergulir PNPM ini merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mengembangkan usaha ekonomi lemah terutama bagi 

pedagang kecil, sehingga diharapkan dapat membantu mereka dalam 

mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.12 

Pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah 

tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi mereka dan membelanjakan mereka dalam hal mengelola 

pinjaman dan menggunakannya secara benar. 

Ruang lingkup program SPP PNPM Mandiri Perdesaan Desa 

Umbulsari yang telah disepakati oleh masyarakat meliputi:penyediaan, 

sosial ekonomi secara padat karya, penyediaan sumber daya keuangan 

melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi masyarakat (perhatian yang lebih besar diberikan kepada kaum 

perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir), pelatihan keterampilan 

                                                        
12 Fauz Rahmawati, Tinjauan Normatif Terhadap Pinjaman Bergulir Dalam Kerangka Program 

Nasional Pemberdayaan Mandiri Perkotaan (PNPM-MP),Semarang: Skripsi IAIN Walisongo 
Muamalah, 2011. 
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usaha, menejemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata 

pemerintahan yang baik. 

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat Desa Umbulsari 

dapat merumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan masalah 

kemiskinan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran 

kritis dan kemandirian masyarakat Desa Umbulsari terutama masyarakat 

miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi sebagai 

objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan masalah 

kemiskinan. Desa Umbulsari juga memiliki kerukunan antar warga 

maupun suku yang sangat tinggi, melihat penduduk yang tinggal di Desa 

Umbulsari terdiri dari masyarakat Jawa dan Madura. 

Melalui program tersebut masyarakat diharapkan dapat 

berpartispasi aktif dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah-

masalah yang mereka hadapi. Artinya, dengan program ini, masyarakat 

hendaknya Mandiri secara dan dapat pro aktif menentukan sendiri apa 

yang harus dilakukan agar mereka terbebas dari kemiskinan. 

Sejak adanya program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa 

Umbulsari, partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan dan pertemuan 

terus meningkat 25% sampai 40%13 (PNPM-MP Kab. Jember). Dan 

masyarakat yang mengajukan permohonan penambahan modal usaha, 

sehingga mereka dapat mengembangkan usaha yang telah mereka lakukan 

                                                        
13 Maksud dari 25% sampai 40% prosentase meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan 

pertemuan sosialisasi program spp. 
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sebelumnya maupun untuk masyarakat yang masih akan memulai usaha 

baru. Tingkat keberhasilan dari program PNPM Mandiri Perdesaan juga 

dapat dilihat dari meningkatnya jumlah belanja rumah tangga perdesaan, 

hal ini dikarenakan adanya program Bantuan Langsung untuk Masyarakat 

dan Simpan Pinjam untuk Perempuan, sehingga dapat membantu 

mensejahterakan masyarakat.14 

Oleh sebab itu sasaran dari penelitian ini membahas tentang 

keterlibatan masyarakat Desa Umbulsari dalam program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui program SPP 

PNPM-Mandiri Perdesaan. Hal ini didasarkan pada Implementasi program 

tersebut yang merupakan program tindak lanjut dari program 

penanggulangan kemiskinan sebelumnya, sehingga penulis merasa perlu 

menyinggung persoalan ini secara lebih rinci, karena melihat dari hasil 

evaluasi masyarakat pada program pemberdayaan sebelumnya, 

implementasi adalah titik awal pelaksanaan konsep yang dirumuskan 

bersama. 

Persoalannya adalah apakah program tersebut mampu berjalan 

sesuai dengan konsep, keinginan serta tujuannya, yakni memberdayakan 

masyarakat secara partisipatif sehingga dapat mengurangi kemiskinan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuannya sebagai telaah bersama agar 

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara lebih dinamis. Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi 

                                                        
14 Sumber, Kantor UPK-MPd wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 2016 
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Pelaksanaan Program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) 

Dalam Program PNPM –MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Umbulsari 

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”. 

Adapun maksud dari keseluruhan judul skripsi tersebut adalah 

upaya bersama secara terprogram, terarah, terorganisir untuk 

memberdayakan masyarakat yang berada pada kondisi miskin agar dapat 

melepas dari kemiskinannya, melalui program SPKP PNPM-Mandiri 

perdesaan yang di terapkan pada masyarakat Desa Umbulsari Kecamatan 

Umbulsari Kabupaten Jember. 

 
B. Fokus Penelitian 

Keberadaan masalah menjadi cirri dan titik tolak sebuah 

penelitian.Dan inti dari penelitian adalah memecahkan masalah. Oleh 

karena itu peneliti hendaknya memahami: pertama, bagaimana 

menemukan masalah suatu penelitian. Kedua, apa yang melatar belakangi 

diangkatnya persoalan itu. Dan ketiga, bagaimana merumuskan suatu 

masalah penelitian.15 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan 

istilah fokus penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, 

jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat 

tanya.16 

                                                        
15 Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka, 2005), 59. 
16 IAIN Jember, Penuluisan Karya Ilmiah Mahasiswa (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 72. 
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Fokus dalam menjalankan penelitian ini, peneliti merumuskan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten 

Jember? 

2. Apakah konstribusi program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa 

Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap program SPKP 

di Desa Umbulsari Kabupaten Jember? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan 

dituju dalam melakukan penelitian.17 Setiap kegiatan mempunyai tujuan 

tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penelitian ini. 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program SPKP (Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan) di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember. 

2. Untuk mengetahui bagaimana konstribusi program SPKP (Simpan 

Pinjam Kelompok Perempuan) di Desa Umbulsari Kecamatan 

Umbulsari Kabupaten Jember. 

                                                        
17 Ibid. hlm.39 
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3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam terhadap 

program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan)  di Desa 

Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan 

wacana mengenai pemberdayaan masyarakat bagi seorang 

pengembang masyarakat, terutama pada bidang implementasi, 

sehingga tercipta pemahaman yang mendalam mengenai 

pemberdayaan masyarakat yang partisipatoris, progresif, konteksual 

dan dapat menjadi bahan informasi yang dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran ilmu bagi pelaksana pemberdayaan masyarakat. Dan 

diharapkan dapat menambah pengetahuan serta manfaat bagi akademis 

mengenai pemberdayan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri 

Perdesaan Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah Desa 

Umbulsari dengan adanya program SPKP (Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan) PNPM tersebut agar dapat meningkatkan 

kesadaran kritisnya pada pembangunan berlanjutan dan 
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mengutamakan kemandirian dalam upaya mengentas 

penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat. 

b. Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

pemerintah mengenai pelaksanaan dari program PNPM sebagai 

upaya untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih optimal dan 

tepat  sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 

c. Bagi almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang 

kontribusi pelaksanaan program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) Dalam Program PNPM –MP Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan 

memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi pembaca. 

 
E. Definisi Istilah 

Adanya definisi istilah pada penelitian ini supaya para pembaca 

dapat dengan mudah memahami dan dapat memberikan orientasi yang 

lebih terfokus. Penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul skripsi ini, beberapa istilah tersebut kemudian akan 

diberikan keterangan singkat oleh penulis yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, sehingga penelitian ini lebih terarah dan terfokus terhadap hal 

yang menjadi titik penting dari penelitian ini. Istilah tersebut ialah: 
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1. Pelaksanaan 

Penerapan implement,18yaitu suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan dan memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah proyek atau program diberlakukan atau dirumuskan 

merupakan focus perhatian implementasi kebijakan kejadian-kejadian 

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman kebijaksanaan Negara yang mencankup baik usaha-usaha 

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak 

nyata pada masyarakat. 

2. Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “empowerment”, 

yaitu secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”.19 

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.20 

3. Ekonomi Masyarakat 

Ekonomi masyarakat ialah pemenuhan kebutuhan hidup suatu 

masyarakat. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah upaya yang 

merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi 

ekonomi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, 
                                                        
18 Piu A Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arokala, 2011), 254. 
19 Ibid.  
20 Onny S, Prijono, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi (Jakarta: CSIS, 1996), 3. 
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baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar 

keberadaan masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya. 

4. Hukum Ekonomi Islam 

Yaitu suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala 

transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), maisir (judi) dan 

gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan 

kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang 

lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak 

melakukan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, 

dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh 

zakat dan amal sholeh lainnya. 

Jadi maksud dari pelaksanaan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat perspektif hukum ekonomi Islam adalah pelaksanaan yang 

dilakukan suatu kelompok untuk memperkuat masyarakat agar 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. 

 
F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara 

global tentang isi dari salah satu bab ke bab yang lain yang dijadikan 

sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan 

menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sari satu bab 
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hingga bab terakhir. Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi 

tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab 

pendahuluan hingga bab penutup.21 

BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam 

penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitiaan, definisi istilah dan sistematika 

pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 

umum dalam skripsi ini. 

BAB II : Berisi kajian pustakaan yang didalamnya mencakup 

penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah 

yang akan diteliti yaitu mengenai Pelaksanaa Program SPP (Simpan 

Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program PNPM –MP Terhadap 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam 

Desa Umbulsari Kecamatan Umbulasari Kabupaten Jember). 

BAB III : Membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian 

yang digunakan, subjek penelitian, lokasi tehnik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran, bab ini merupakan 

akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ini 

                                                        
21 Tim Penyusun,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2013), 48. 
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ditutup dengan saran-saran yang diajukan kepada pemerintah sebagai 

bahan pertimbangan untuk merumuskan suatu aturan. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 
A. Kajian Terdahulu 

Setelah peneliti mencoba menelaah lebih jauh, pada realitasnya 

terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Namun dibeberapa penelitian yang telah ada 

tersebut, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai Pelaksanaan 

Program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program 

PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif 

hukum ekonomi Islam, di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember). Adapun beberapa penelitian sebelumnya terkait 

dengan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: 

No Judul Persamaan Pernbedaan 

1. Pola Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat (studi 

kasus di program nasional 

pemberdayaan masyarakat 

(PNPM) mandiri perdesaaan 

Desa Gumelar Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember. 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat 

(PNPM) 

Peneliti terdahulu lebih 

mengkaji tentang pola 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di program PNPM 

Mandiri perdesaan. Sedangkan 

penelitian yang saya angkat 

tentang Pelaksanaan Program 

SPP (simpan pinjam kelompok 

perempuan) dalam program 
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PNPM-MP di Des. Umbulsari 

Kec. Umbulsari. 

2. Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat oleh Pondok 

Pesantren Al-Ishlah 

Mayang-Jember. 

Sama – sama 

membahas 

tentang 

pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat 

peneliti terdahulu lebih mengkaji 

tentang pemberdayaan 

masyarakat oleh PP Al-Islah. 

Sedangkan penelitian yang saya 

angkat tentang  Pelaksanaan 

Program SPP (simpan pinjam 

kelompok perempuan) dalam 

program PNPM-MP di Des. 

Umbulsari Kec. Umbulsari. 

3.  Tinjauan Normtif Terhadap 

Pinjaman Bergulir Dalam 

Kerangka Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarkat 

Mandiri Perdesaan di 

Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalonan. 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pinjaman 

bergulir 

Penelitian terdahulu lebih 

mengkaji tentang perjanjian 

keuntungan antara debitur 

(masyarakat) dan kreditur dalam 

kerangka PNPM MP.  

Sedangkan penelitian yang saya 

angkat tentang  Pelaksanaan 

Program SPP (simpan pinjam 

kelompok perempuan) dalam 

program PNPM-MP di Des. 

Umbulsari Kec. Umbulsari 
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B. Kajian Teori 

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas 

dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam 

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian.22 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan yang diistilahkan dengan kata “empowerment” 

adalah sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat. 

Dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu 

menjadi tindakan nyata.23 Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah 

tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, 

sebagai firman Allah SWT AL-Qur’an surat 13:11 

Artinya: ”Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaumnya 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. 

Pemberdayaan ekonomi Islam menurut Ali Syari’ati, dua 

pertiga ayat-ayat Al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan 

keadilan atau pemberdayaan ekonomi, dan mebenci kedzaliman 

                                                        
22 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2013), 46. 
23 Eddy Ch Papilaya Wacana Pembangunan Alternative, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Madia, 2007), 42. 
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dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dll.24 A-Quran dengan 

tegas mengatakan dalam surat al-Hasr ayat 7 yang berbunyi:25 

                       

                      

                     

                     

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 
kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskindan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 
yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 
yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 
hukumannya”. 

 
Dalam arti lain Pemberdayaan yaitu memberikan sumberdaya, 

kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya 

sendiri dan berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dari 

masyarakatnya. Adapun konsep pemberdayaan menurut Jim Ife. 

Memiliki hubungan erat dalam dua konsep pokok yakni konsep power 

(daya) dan konsep disadvantage (ketimpungan). Dan pengertian 

                                                        
24 Lubis Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 16 
25 Al-Qur’an dan Terjemah, 1035 
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pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga perspektif,26 

yaitu: 

a. Perspektif Pluralis 

Perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu 

dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar 

mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-

kepentingan lain. 

b. Perspektif Elitis 

Yaitu suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi, 

membentuk alinsia serta melakukan konfrontasi dan 

mengupayakan perubahan pada kalangan elit. 

c. Perspektif Strukturalis 

Suatu proses yang menantang dan mengubah diskurus. 

Pemberdayaan lebih ditekankan kepada aspek intelektualitas dari 

pada aktivitas, aksi, atau praksis. 

Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat harus dirancang dan 

dilaksanakan secara komprehensif. Mengutip definisi Asian 

Development Bank (ABD), kegiatan pembangunan termasuk 

pemberdayaan masyarakat dianggap beersifat komperehensif jika 

menampilkan lima karakteristik.27 

                                                        
26 Onny Prijono, Pemberdayaan: Konsep Kebijaan, (Jakarta: CSIS, 1996),  43. 
27 Ibid, 99. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

22

a. Berbasis lokal 

b. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

c. Berbasis kemitraan 

d. Bersifat holistic (menyuluh) 

e. Berkelanjutan 

Tiga pelaku penting yang terkait dalam pemberdayaan yaitu 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Suatu program akan berjalan 

efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan, yang 

selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi di antar lembaga-lembaga 

tersebut. setiap departemen pemerintah, mempunyai program 

pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada 

koordinasi yang jelas, akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-

sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, maka hasilnya akan lebih 

efektif, untuk mengurangi kemiskinan dan pengganguran, yang perlu 

dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif 

dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat, yang 

dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. hal 

ini yang kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberikan 

akses kepada masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya dan 

sebagainya. 
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Pemberdayaan mempunyai beberapa tahap, antara lain: 

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku 

sadar dan peduli sehingga meraa membutuhkan peningkatan 

kapasitas diri. 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan keterampilan agar mampu mengambil peran dalam 

pembangunan. 

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan 

keterampilan hingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif 

yntuk mengatur pada tahap kemandirian. 

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, 

masyarakat diberdayakan dalam artian potensi yang ada di 

masyarakat digali untuk dikembangkan. PNPM-M merupakan 

sallah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka 

kemiskinan dan pengangguran.PNPM-M difokuskan pada program 

penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat.PNPM-M merupakan integrasi dan 

perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang 

berbasis masyarakat dan sudah berjalan. PNPM-M yang 

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ada tiga jenis, yaitu: 

a. PNPM-M Perdesaan 

b. PNPM-M Perkotaan 

c. PNPM-M Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal 
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Tujuan PNPM-M secara umum adalah meningkatkan 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan 

dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan.28 

Tujuan PNPM-M secara khusus yaitu: 

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya 

masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaa, pembentukan, 

dan pembangunan 

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partipasif dengan 

mendayagunakan sumber daya lokal 

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam 

memfasilitasi pengelolaan pembangunan pastisipatif 

d. Menyediakan sarana prasarana dasar sosial dan ekonomi yang 

diprioritaskann oleh masyarakat 

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir 

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar 

Desa (BKAD) dalam pengelolaan pembangunan 

g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan 

 

 

                                                        
28 Buku Teknik Operasinal PNPM-MP Departemen Dalam negeri Direktoral Jenderal 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. UPK Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

25

Keluaran (Output) Program PNPM-M yaitu: 

a. Terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin dan 

kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan 

pelestarian 

b. Terlembaganya sitem pembangunan partisipatif di desa dan antar 

desa 

c. Terjadinnya peningkatan kapasitas oemerintahan desa dalam 

memfasilitasi pembangunan partisipatif 

d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM-Md bagi 

masyarakat 

e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan 

pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap 

rumah tagga miskin 

f. Terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa dalam 

pengelolaan pembangunan 

g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku 

kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.29 

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Mathews menyatakan bahwa: “prinsip” adalah suatu 

pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam 

pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara 

                                                        
29 Ibid. 
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konsisten”.30 Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapatditerima 

secara umum, dan telah diyakini kebenaranya dari berbagai 

pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” 

dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu 

sstem pendidikan, Dharma dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan 

pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:31 

1. Minat dan Kebutuhan, artinya, pemberdayaan akan efektif jika 

selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. 

Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-

benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan 

setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, 

sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat 

prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu; 

2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif 

jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, 

sejak dari setiap keluarga/kekerabatan; 

3. Keragaman budaya, artinya, pemberdayaan harus memperhatikan 

adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus 

selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di lain 

pihak, perencanaan pemberdayaan yang seragam untuk setiap 
                                                        
30 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015), 105. 
31 Ibid, 106. 
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wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada 

keragaman budayanya 

4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan 

mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus 

dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang 

terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, 

setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-

nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan; 

5. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan 

efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk 

selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program 

pemberdayaan yang telah dirancang; 

6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan 

harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk 

membawa setiap ilmu alternative yang ingin diterapkan. Yang 

dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawaran-menawar 

tentang ilmu altertif saja, tetapi juga dalam penggunaan metode 

pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan 

dilakukan oleh masyarakat sasarannya; 

7. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan 

harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” 

atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia 

kerjakan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan tidak hanya 
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sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, 

tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran 

untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan 

kegiatan secara nyata; 

8. Pengunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus 

dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan 

dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai 

sosial budaya) sasarannya. Dengan perkataan lain, tidak satupun 

metode yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan 

efektif dan efisien; 

9. Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-

kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya 

sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam 

hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan 

pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal 

yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaan; 

10. Spesialisasi yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar 

pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala 

sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-

penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-kegiatan 

khusus akan lebih efektif diabanding yang disiapkan untuk 

melakukan beragam kegiatan disbanding yang disiapkan untuk 
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melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan 

kegiatan pertanian); 

11. Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan 

keluarga sebagai salah satu kesatuan dari unit sosial. 

12. Kepuasan, artinya, pemberdayaan harus mampu mewujudkan 

tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan 

keikutsertaan saran pada program-program pemberdayaan 

selanjutnya; 

Selanjutnya selain prinsip diatas ada juga prinsip PNPM-M 

yaitu: 

a. Bertumpu pada pembangunan manusia 

b. Otonomi  

c. Desentralisasi 

d. Berorientasi pada masyarakat miskin 

e. Partisipasi 

f. Kesetaraan dan keadilan gender 

g. Demokratis 

h. Transparasi dan akuntabel 

i. Prioritas 

j. Keberlanjutan 

3. Dasar Hukum PNPM Mandiri 

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada 

landasan kontribusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan 
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iddiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

serta landasan khususnya pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan 

disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait 

sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :32 

a. Sistem Pemerintahan 

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang 

digunakan adalah: 

a.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

b.) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang 

Pemerintah Desa. 

c.) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan. 

d.) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 

b. Sistem Perencanaan 

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait 

adalah: 

a.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

                                                        
32 http://www.tpn2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok-program-berbasis-pemberdayaan-

masyarakat-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri. Senin, 17 Juli 2017. 
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b.) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Perencanaan 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 

c.) Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. 

d.) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

e.) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 Tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 

f.) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang 

Pengarusutamaan Gender daalam Pembangunan Nasional. 

4. Jenis Kegiatan PNPM-Mandiri yaitu: 

a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang 

dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi rumah tangga 

miskin 

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, 

termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan 

masyarakat (pendidikan nonformal) 

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha 

ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan 

produksi berbasis sumber daya lokal 

d. Penambahan permodalan simpan pinjam khusus kelompok 

perempuan (SPP). 

 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

32

Kriteria kegiatan PNPM-M antara lain: 

a. Lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin; 

b. Berdampak langsung pada kejahteraan; 

c. Berpotensi untuk berkembang dan berkelanjutan; 

d. Didukung sumber daya yang ada; 

e. Bisa dikerjakan oleh masyarakat; 

Salah satu program dari PNPM-MPd yaitu pinjaman dana 

bergulir atau yang sering disebut dengan SPP (Simpan Pinjam 

kelompok Perempuan). Dana bergulir adalah seluruh dana program 

dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat 

untuk mendanai kegiatan ekonomi mayarakat yang disalurkan melalui 

kelompok-kelompok mayarakat. Kegiatan pengelolaan dana bergulir 

PNPM-MPd bertujuan: 

a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada 

masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha. 

b. Pelastarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan 

tujuan program. 

c. Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir di 

tingkat wilayah perdesaan. 

d. Menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelola dana bergulir 

yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan 

dan berkelanjutan. 
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e. Peningkatan pelayanan kepada rumah tangga miskin dalam 

pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok 

pemanfaat. 

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan 

pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai 

kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan potensi kegitan simpan pinjam perdesaan, 

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan 

pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum 

perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan 

penciptaann lapangan kerja. Tujuan khusus kegiatan ini yaitu: 

a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan ushasa 

ataupun sosial dasar; 

b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi 

rumah tangga melalui pendanaan modal usaha; 

c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum 

perempuan. 

Partisipasi kaum perempuan dalam usahanya meningkatkan 

perekonomian keluarga sekarang ini sudah dapat dilakukan secara luas 

oleh kaum perempuan di desa. Mereka dapat mengakses dana PNPM-

MPd yang ada di UPK, sebagai modal kerja usaha. Peranan perempuan 

semakin aktif dalam semua tahapan program baik pada kegiatan 
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sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan atau 

pelestarian. 

UPK juga sangat berperan penting disini karena yang 

mengelola kegiatan program adalah UPK. Pengertian UPK menurut 

Petunjuk teknis Operasional bagwa UPK adalah Unit Pengelolaan 

Kegiatan yang mengelola dana bantuan masyarakat, baik dari program 

pengembangan kecamatan maupun PNPM-M yang dapat dialokasikan 

untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana 

prasarana, pendidikan, kesehatann, UEP dan SPP / dana bergulir. 

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan 

kegiatan antar desa. UPK mendapat penugasan MAD/BKAD untuk 

menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan 

dana bergulir. 

Tugas dan tanggung jawab umum UPK: 

a. Mengelola dana PKK maupun PNPM-M di Kecamatan 

b. Mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan 

PKK maupun PNPM-M 

c. Mengelola dokumen-dokumen PKK maupun PNPM-M 

d. Mengelola dana bergulir dan BLM yang dialokasikam untuk UEP 

dan / SPP, maupun dari sumber lain dari program pemerintah dan 

swasta 

e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam. 
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Tugas dan tanggung jawab khusus UPK: 

a. Melakukan sosialisasi dan penegakkan prinsip-prinsip PNPM-M 

dalam perencanaan dan pelestarian PNPM-M 

b. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan 

maupun nonkeuangan 

c. Membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja 

d. ,e,buat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja 

kepada MAD (musyawarah antar desa) 

e. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan RPD serta LPD yang dibuat 

dalam setiap tahapan proses 

f. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan admiistrasi 

pelaporan pelaku desa 

g. Membuat draf rencana penguliran yang sesuai dengan prinsip dan  

mekanisme PNPM-M 

h. Melakukan fasilitasi kerja sma dengan pihak lain dalam kaitanya 

dengan pengembangan potensi wilayah 

i. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, 

pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi 

pengembangan usaha kelompok dan pemanfaat 

j. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui 

pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalan setiap 

tahap kegiatan 
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k. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan 

pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya 

l. Bersama pelaku lainnya melakukan fasilitasi penyelesaian 

masalah.33 

5. Jenis dan Fungsi Kelompok SPP 

a. Jenis Kelompok 

Jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir SPP adalah : 

1. Kelompok simpan pinjam (KSP) adalah kelompok yang 

mempunyai kegiatan pengelolaan simpan dan pinjaman dengan 

prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga 

Miskin (RTM) 

2. Kelompok usaha bersama (KUB) adala kelompok yang 

mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh 

anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang 

mempunyai anggota (RTM) 

3. Kelompok aneka usaha adalah kelompok yang anggotanya 

rumah tangga miskin yang mempunyai usaha yang dikelola 

secara individual oleh anggota. 

b. Fungsi Kelompok 

Kelompok Executing (pengeola) adalah kelompok yang 

mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan 

                                                        
33 Sumber, Kantor UPK PNPM-MPd wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 
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pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara 

kelompok dan memanfaat. 

c. Struktur Kelompok SPP 

Kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

yang ada di Desa Umbulsari dalam menjalankan kegiatan 

kelompoknya agar berjalan dengan aturan kelompok yang telah 

ditetapkan, setiap kelompok harus memiliki struktur kelompok, 

masing-masing kelompok, terdapat pengurus kelompok yang 

terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok, 1 (satu) orang sekertaris 

kelompok, 1 (satu) orang bendahara kelompok dan anggota 

kelompok minimal 5 orang. 

Pelaksanaan kegiatan dalam masing-masing kelompok SPP, 

ketua bertugas memimpin rapat, memberikan informasi kepada 

anggota, mewakili kelompok dalam pengurusan proposal pengajuan 

pinjaman dana ke pihak PNPM Mandiri Peresaan dan bertangung 

jawab atas semua anggota kelompok. Sekretaris kelompok bertugas 

mencatat keputusan musyawarah kelompok dan bersama ketua 

mewakili kelompok untuk mengurus kepentingan kelompok. 

Sedangkan bendahara kelompok bertugas untuk mencatat pembukuan 

uang iuran kelompok, pengurus uang jaminan dan mengurus keuangan 

kelompok. 
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6. Pemberdayaan Sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat 

1. Pengertian Partisipasi 

Pengertian yang secara umum dapat fitangkap dari istilah 

partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok 

anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.34Pengertian seperti itu, 

nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh 

beberapa kamus bahasa sosiologi. 

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat 

merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta 

tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan 

yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, 

melalui partisipasi yang diberikan, berarti  benar-benar menyadari 

bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga 

menuntut kelebihan masyarakat yang akan di perbaiki mutu-

hidupnya. 

2. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Telaahan tentang pengertian “partisipasi” yang 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau 

peranserta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan 

keikutsertaan secara aktif dan sukarela.Karena itu, Yadav 

(UNAPDI, 1980) mengemukakan tentang adanyaempat macam 

                                                        
34Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015), 81. 
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kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam 

kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta 

partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. 

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Pada umumnya,setiap pembangunan masyarakat 

(ternasuk emanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi 

anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pusat, yang dalam 

banyak hal lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum 

yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 

langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang 

program-program pembangunan di wilayah setempat atau di 

tingkat lokal. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali 

diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang 

umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan 

tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.Dilain pihak, 

lapisan yang diatasnya (yang umunnya terdiri atas orang-orang 

kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari 

hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara 
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proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan 

sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, 

dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan 

manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga 

masyarakat yang bersangkutan. 

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam 

pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan 

kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan.Oleh sebab 

itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga 

masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar 

manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan 

kualitasnya) dalam jangka panjang. 

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek 

pembangunan sangat diperlukan.Bukan saja agar tujuannya 

dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan 

untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan 

kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang 

bersangkutan. 

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 
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perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan 

sangat diperlukan. 

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, 

merupakan unsure terpenting yang sering terlupakan.Sebab, 

tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup 

masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan 

merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil 

pembangunan akan merasangsang kemauan dan kesukarelaan 

masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program 

pembangunun yang akan datang. 

3. Bentuk-bentuk Partisipasi 

Dusseldorp, (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-

bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga 

masyarakat dapat berupa: 

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat; 

2. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk 

menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain; 

3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk 

menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain; 

4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat; 

5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; 
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6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan 

masyarakatnya. 

7. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Islam 

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah 

sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, 

baik itu kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, air minum 

yang berisih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan 

memiliki pekerjaan yang memadai serta dapat menunjang kualitas 

hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada 

status yang sama terhadap warga lainnya. Menurut HAM, maka 

definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki 

ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup 

layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan 

jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.35 

Menurut Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial 

warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat elaksanakan fungsi sosialmya. Kesejahteraan 

ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi para pelaku 

ekonomi atau masyarakat. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera 

sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari 

                                                        
35 Iikhwan Abidin Basri Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 25. 
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segala ancaman gangguan “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, 

dan damai, dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah 

kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri.36 

Kesejahteraan masyarakat menurut Biro Pusat Statistik 

Indonesia dapat diukur dengan beberapa indicator sebagai berikut: 

a. Tingkat pendapatan keluarga 

b. Komposisi pengeluaran rumah tangga 

c. Tingkat kesehatan keluarga 

d. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah 

tangga 

Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata 

merupaka tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Berbagai 

program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan guna mencapai 

tujuan tersebut.Namun dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat 

luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya 

dapat dinilai melalui indicator-indikator yang terstuktur berbagai aspek 

pembangunan. 

Umet Chapra menggambarkan secra jelaas bagaimana eratnya 

hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan.Ekonomi Islam 

yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu 

tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi 

Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai 

                                                        
36 Ibid, 85 
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kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan 

terhormat (al-hayah al-tayyibah).37 Ini merupakan definisi 

kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara 

mendasar dengan  pengertian kesejahteraan dalam ekonomi 

konvensional yang sekuler dan matealistik. 

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan 

sebagai berikut, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang 

terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, 

masyarakat, dan Negara.Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, 

meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, 

pendidikan, keamanan serta system Negara yang menjamin 

terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang 

ekonomi.38 Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, 

hemat dan  tidak  mubazir. 

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala 

perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan 

memperoleh falah (keadamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat).39 

Pandangan hidup Islam sisasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu 

tauhid (keesaan Allah), khilafah dan ‘adalah (keadilan).Komitmen 

Islam yang demikian mendalam menyebabkan konsep kesejahteraan 

(falah) bagi semua umat sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini 

                                                        
37 M. H. Hendrie Anto Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 7. 
38 Sumito Warkum Asas-asas Perbankan Islam dam Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada) 17 
39 Muhamad Metode Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia: 2004), 4 
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meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagian hanya 

dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara ebutuhan materi 

dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan 

output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah 

masyarakat muslim. Memaksimumkan output harus dibarengi dengan 

menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani 

yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang  fair 

pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan 

semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syari’ah 

(maqasid asy-syari’ah). 

Sementara, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual 

menghendaki pembangunan moral, pemuasan kebutuhan materi 

menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya 

materi dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan 

menganggap mengemis sebagai profesi yang tidak selaras dengan 

martabat interen manusia sebagai khalifatullah maka setiap orang yang 

secara fisik fan mental norma, diharuskan untuk menopang kehidupan 

dirinya sendiri dan keluarganya. Hal ini tidak mungkin kecuali apabila 

tersedia fasilitas untuk melatih mereka menjadi lebih produktif melalui 

pengembangan kemampuannya, dan juga diberikan kesempatan untuk 

berwirausaha dan bekerja untuk mendapatkan gaji. Oleh karena itu, 

merupakan suatu kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi masyarakat 
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muslim untuk memberikan pembinaan latihan dan kesempatan kerja 

yang optimal.40 

Islam telah menganggap masalah kemiskinan manusia dengan 

standar yang sama, di Negara mana pun, serta kapan pun. Oleh karena 

itu, menurut pandangan Islam, masalah kemiskinan adalah masalah 

tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, 

dan syara’ telah menetapkan kebutuhan primer tersebut berupa tiga 

hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Allah SWT. Berfirman dalam 

surat At-Talaq ayat 6:41 

                  

               

            

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 
hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan 
Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya”. 

 

Faktor manusia sangat berperan bagi keberhasilan 

pembangunan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat 

                                                        
40 M. Umer Chapra Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2000), 6. 
41Al-Qur’an dan Terjemahan, 1060. 
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regional.tuhan telah menciptakan alam dinikmati manusia, tetapi juga 

sekaligus memerintahkan manusia untuk memelihara dan 

meningkatkan manfaatnya.Bagaimana gersangnya tanah, pasti masih 

mengandung potensi didalamnya dan masih dapat memberikan sumber 

kehidupan bagi masyarakat.Maka sudah sewajarnya apabila manusia 

bersyukur atas kemurahan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. 

Proses menikmati hak dan menjalankan kewajiban yang diamanatkan 

Tuhan tersebut realisasinya dilakukan dengan wujud kegiatan 

pembangunan. Manusia yang berkedudukan dan berfungsi sebagai 

pelaksana perintah adalah rakyat, sedangkan manusia yang mempunyai 

wewenang untuk memberikan perintah adalah pemerintah.Jika dilihat 

dari segi ini, bagaimanpun juga manusia merupakan factor yang paling 

dominan terhadap keberhasilan pembangunan.42 

Pemerintah dan rakyat merupakan satu kesatuan terpenting 

dalam pembangunan, sehingga tujuan pembangunan akan dapat 

tercapai. Pembangunan tidak akan dapat terwujud apabila hanya 

dengan angan-agan saja. Oleh karena itu, pembangunan harus 

direncanakan dan dilaksanakan.43 

8. Prinsip dari pemberdayaan dalam ekonomi Islam 

a. Pemberdayaan ekonomi dalam ekonomi Islam tidak akan dapat 

merealisasikan tujuannya jika tidak dijalankan secara 

komprehensif. 
                                                        
42 Ibnu Syamsi,Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemprograman, dan Penganggaran 

Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional (Jakarta: Rajawali, 1986), 49. 
43 Ibid, 39. 
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b. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan 

tingkat penghidupan umat merupakan tuntutan dalam syariah. 

c. Idealnya, pemberdayaan ekonomi dalam Islam mencangkup semua 

lapisan masyarakat. 

d. Pemberdayaan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan syariah 

dalam ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah jika 

dilakukan dengan iklas karena-Nya. 

e. Sesugguhnya sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan 

(income) tidak dibenarkan jika beakibat terhadap rusaknya nilai-

nilai dari prinsip-prinsip Islam. 

f. Sesungguhnya berbagai upaya pemberdayaan ekonomi pada masa 

Umar Radiyallahu anhu terfokuskan pada penanggulan kemiskinan 

dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat.44 

                                                        
44 http//islam dan pemberdayaan. Sabtu, Tanggal 10 Desember 2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan dan Jenis Penilitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang 

telah dilakukan.45 Ataupun juga dapat artikan sebagai suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.46 

Kemudian untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan 

diperlukan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 

maka penulis melakukan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang sejenisnya 

deskriptif karena peneliti ingin mengetahui permasalahan yang kompleks 

dari objek yang diteliti, mengetahui hal-hal yang terjadi secara mendalam 

dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta 

dilapangan dengan mengetahui pelaksanaan program SPP (simpan pinjam 

kelompok perempuan) dalam program pnpm-mp terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi Islam.47 

 

 

                                                        
45 Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), 126 
46 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G, cet. 19 (Bandung: CV. Alfabeta, 

2013), 2 
47 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rinda Cipta, 2008), 52. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukan dimana tersebut hendak dilakukan. 

Sebelum penelitian dilakukan biasanya seorang peneliti melakukan surve yang 

disebut surve awal. Hal itu dilakukan dalam rangka ingin mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang ada dilokasi tersebut sehingga peneliti dapat 

memahami bentuk kondisi obyek penelitian. 

Adapun Lokasi yang dijadikn objek penelitian oleh peneliti terletak di 

Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Peneliti 

mengambil lokasi di Desa Umbulsari karena lokasinya tepat, perlu 

dikembangkan juga strategis untuk dikaji dalam penelitian saya dan antusias 

warga desa umbulsari dalam program SPP (simpan pinjam kelompok 

perempuan) dalam program pnpm-mp, dan pelaksanaan program SPP sesui 

dengan PTO sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa 

tersebut. 

 
C. Subjek Penelitian 

Arikunto mengatakan bahwa subjek penelitian atau sumber data adalah 

dari mana data penelitian dapat diperoleh.48 

Untuk menentukan sumber data, peneliti menggunakan metode 

purposive, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang 

dipandang dapat memberikan data secara maksimal.49 

                                                        
48 Suharsimi, Arikanto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107. 
49 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 66. 
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Dalam penelitian ini terdapat dua jenis dan sumber data yang 

digunakan, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.50 Mengenai hal ini peneliti mencari data secara langsung pada 

Kantor Kecamatan Umbulsari dan mengadakan wawancara secara 

langsung kepada para narasumber, kemudian data yang didapat dari 

penelitian ini akan di jadikan sebagai data utama atau data primer, yaitu: 

a. Pengurus BKAD (Imam Shodiq) 

b. Pengurus Badan Pengawasan Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) 

(Amin Tohari) 

c. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (Nur Puji Lestari) 

d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sofiyah) 

Masyarakat yang menjadi anggota kelompok dalam program SPP 

PNPM-MPd di wilayah Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember. 

e. Kreditor 

Pengurus SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) 

Ketua 1 : Imam Shodiq 

Ketua 2 : Nur Puji Lestari 

Sekertaris : Yoana Aritanti 

Bendahara : Enggar Kurnia Fatmawati 

                                                        
50 Soekanto, Perubahan Atas Nomor Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 

1986), 12 
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Anggota : Titin Irawati 

Anggota : Umi Mahmudah 

Anggota : Aang Junaedi 

b.  Data Skunder 

Data skunder merupakan data yang telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen yang telah tersedia sebelumnya.51 Seperti: 

kepustakaan, buku, skripsi, kamus, dan artikel, dan data penunjang yang 

didapatkan dari Kantor UPK PNPM-Mpd dan dari Kantor di wilayah 

Kecamatan Umbulsari yang mendukung dalam penelitian ini. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun tehnik data yang penelitian gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung tehadap 

suatu benda, kondisi, situasi, proses dan perilaku.52 Pengamatan yang 

hendak dilakukan peneliti adalah pengamatan. Pelaksanaan program SPP 

(simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program PNPM-MP 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi 

Islam. 

Dalam hal ini penulis menggadakan pengamatan terhadap kondisi 

wilayah penelitian secara tidak langsung serta mencatat peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan 

                                                        
51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, cet. 19, ibid, 17 
52 Mundir, Metode Penelitian, 186 
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di Desa Umbulsari, sehingga dapat diperoleh data yang berupa gambaran 

maupun fakta mengenai tema yang hendak diteliti, yaitu pelaksanaan 

program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program 

PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pespektif 

hukum ekonomi Islam di desa umbulsari. 

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu meliputi sarana dan 

prasarana yang disediaan oleh  PNPM Mandiri Perdesaan dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Adapun data yang ingin diperoleh dengan metode observasi di 

Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, adalah 

sebagai berikut: 

1. Letak geografis Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten 

Jember. 

2. Situasai dan kondisi di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember. 

3. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan SPP 

(simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program PNPM-MP 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif hukum 

ekonomi Islam di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten 

Jember. 

4. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana konstribusi program 

SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program PNPM-

MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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b. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keteranagan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.53 Teknik 

wawancara akan dilakukan secara tidak terstruktur dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara akan dilakukan secara tidak terstruktur 

dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.54 Kegunaan 

wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang ditangkap pertama 

(primer), perlengkapan teknik pengumpulan lainya, dan menguji hasil 

pengumpulan data lainnya.55 

Adapun data yang ingin diperoleh dari wawancara ini adalah 

Kontribusi pelaksanaan program SPKP (simpan pinjam kelompok 

perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi 

masyarakat perspektif hukum ekonomi Islam di desa Umbulsari 

kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

c. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data, dimana yang 

menjadi sumber data adalah dokumen atau acatatan-catatan yang tertulis, 

dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen yang 

dicari yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, 

menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain.56 Metode ini 

                                                        
53 Burhan, Metode Penelitian, 95. 
54 Sugiono, Metode Penelitian, 233-234. 
55 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial, 58. 
56Ibid, 73. 
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digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, data 

kepala kantor Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari, staf pegawai, serta 

data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun data yang ingin diperoleh dengan metode dokumentasi di 

Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, adalah 

sebagai berikut: 

1. Arsip-arsip terkait SPP (simpan pinjam kelompok perempuan)  Desa 

Umbulsari 

2. Buku-buku tentang SPP (simpan pinjam kelompok permpuan)  Desa 

Umbulsari 

3. Dokumen-dokumen tentang program yang dilakukan PNPM Mandiri 

Perdesaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 
E. Analisis Data 

Analisis data adalah bagian terakhir dari semua metode penelitian ini. 

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder 

kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil suatu 

kesimpulan. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan tehnik analisis 

deskriptif  kualitatif, artinya suatu metode yang digunakan terhadap suatu data 

yang telah dikumpulkan kemudian di susun, dijelaskan dan selanjutnya 

dianalisis dengan argumentasi logika yang digambarkan dengan kata atau 
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kalimat.57 Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan  

penarikan kesimpulan.58 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Dalam reduksi data ini peneliti merangkum data dan memilih hal-

hal pokok dalam membuang data yang dianggap tidak sesuai dengan judul 

penelitian yaitu Pelaksanaan Progran SPP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) dalam Program PNPM-MP Perspektif Hukum Ekonomi Islam 

Di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data sesuai dengan judul 

penelitian yaitu Pelaksanaan Progran SPP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) dalam Program PNPM-MP Perspektif Hukum Ekonomi Islam 

Di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conlusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verivikasi. Peneliti selanjutnya diharapkan menemukan 

sebuah temuan baru berkaitan dengan dua fokus penelitian yaitu, 

Bagaimana Pelaksanaan SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) di 

Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari?, Apa Konstribusi program SPP 

(simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa Umbulsari Kecamatan 

Umbulsari  Dan Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap 

                                                        
57 Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202. 
58 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 274. 
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program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa Umbulsari 

Kecamatan Umbulsari? 

Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan 

proses siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif 

merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran 

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling 

susul menyusul.59 

 
F. Keabsaha Data 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka dipakai 

validitas data triangulasi. Peneliti perlu melakukan uji keabsahan data, karena 

dengan begitu dapat diketahui tingkat kepercayaan hasil data temuan dengan 

jalan pembuktian terhadap ralitas yang sedang diteliti oleh peneliti. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain.60 Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber triangulasi tehnik. Triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melaui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi tehnik adalah penggunaan 

beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.61 

Dalam triangulasi sumber peneliti mencari data dengan menggunakan 

teknik wawancara kepada ketiga informan yang sudah ditentukan peneliti 
                                                        
59 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang 
Metode-Metode Baru (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 19-20 
60 Moleong, Metodologi Penelitian, 330. 
61 Sugiono, Op,Cit., hal.  274. 
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yaitu, Ketua program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan), sekertaris 

dan bendahara program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan), anggota 

program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan), tokoh masyarakat Desa 

Umbulsari. Sedangkan dalam triangulasi teknik peneliti malakukan 

wawancara dengan keempat informan yang telah ditentukan dan melakukan 

observasi, dan dokumentasi. 

 
G. Tahap-tahap Penelitian 

Usaha mempelajari penelitian kualitatif tidak lepas dari usaha 

mengenai tahap-tahap penelitian. Penelitian dilakukan dengan beberapa 

tahapan, yaitu: 

1. Tahap Pra-Lapangan. Tahap pra-lapangan terdiri dari tujuh bagian yakni 

meliputi bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Menyusun rancangan penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian.  

c. Mengurus perizinan. 

d. Menjajaki dan menilai lapangan. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan.  

f. Menyiapkan perlengkpan penelitian.  

g. Persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian 

yakni; 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. 

b. Memasuki lapangan. 
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c. Berperan serta dalam mengumpulkan data. 

1) Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat. 

2) Mencatat data. 

3) Mengetahui tentang cara mengingat data. 

4) Kejenuhan data. 

5) Analisis di lapangan 

3. Tahap analisa data. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

observasi dan wawancara. Setelah itu mengalami proses pengelolahan data 

dengan berbagai metode, kemudian data disajikan dan dianalisis secara 

mendalam dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara yang menggunakan teknik triangulasi sumber. Dari data-data 

hasil observasi dan wawancara maka akan mendapatkan temuan-temuan. 

Tahapan akhir dari prosedur penelitian ini adalah analisis data 

dalam penelitian ini penggumpulan data dilakukan kepada seorang yang 

meminjam SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa Umbulsari, 

kemudian data dari sumber tersebut dianalisis dengan metode kualitatif 

dengan mendeskriptifkan mana pandangan yang sama dan beberapa dari 

beberapa sumber tersebut, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan 

kesimpulan. Dalam setiap penelitian itu dikatakan selesai dengan 

melaporkan hasil penelitian yang dilakukan.62 

 

                                                        
62 Muhammad Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2088), 281-

288. 
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BAB IV 

PENYAAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 
A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Letak geografis Desa Umbulsari 

Kecamatan Umbulsari terletak di tengah, di antara beberapa 

kecamatan, berbatasan dengan Kecamatan Semboro di utara, Kecamatan 

Gumukmas di selatan, Kecamatan Balung di timur dan Kecamatan 

Kencong di barat. Terdapat sepuluh desa di Kecamatan Umbulsari, 

sebagai berikut: 

a. Desa Paleran 

b. Desa Tegalwangi 

c. Desa Tanjungsari 

d. Desa Umbulsari 

e. Desa Gunungsari 

f. Desa Gadingrejo 

g. Desa Mundurejo 

h. Desa Sidorjo 

i. Desa Umbulrejo 

j. Desa Sukorno 
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2. Peta Umbulsari jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sejarah PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari 

Pokok permasalahan dari banyaknya pegangguran di Desa 

Umbulsari lebih dikarenakan oleh rendahnya kesempatan dan peluang 

untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk 

menanggulanginya adalah dengan menggunakan pemberdayaan. 

Pemberdayaan yang tepat yaitu memadukan antara aspek-aspek 

penyadaran, peningkatan kapasitas, serta pendayagunaan. Seperti firman 

Allah dalam surat Ali-Imran ayat 110: 
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Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 
beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 
ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik. 

 
Dimulai tahun 2009, pemerintah Indonesia mencanangkan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa 

Umbulsari. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. 

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari 

Program Pengembangan Kecamatan (PKK), yang selama berjalannya 

program tersebut dianggap berhasil. Beberapa keberhasilan dari PKK 

diantaranya berupa penyediaan lapangan kerja bagi kelompok warga 

miskin, efisien dan efektivitas kegiatan, menumbuhkan rasa kebersamaan, 

dan partisipasi masyarakat. Kegiatan program nasional pemberdayaan 

masyarakat (PNPM-MP) telah dilaksanakan di Kecamatan Umbulsari 

mulai tahun 2009 sampai tahun 2014.  
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Seiring berjalannya Program PNPM-MP dari tahun 2009 sampai 

tahun 2014 PNPM tidak berjalan dengan efektiv. Oleh sebab itu 

pemerintah mempunyai inisiatif untuk membentuk suatu kegiatan yaitu 

kegiatan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan), kegiatan SPP ini 

telah dilaksanakan di Kecamatan Umbulsari mulai 2014 sampai sekarang. 

Jenis kegiatan PNPM-MP ini merupakan kegiatan yang patut untuk 

dilestarikan karena aset tetap akan menjadi milik masyarakat Umbulsari 

dan dapat dimanfaatkan masyarakat umbulsari sendiri.63 

4. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari 

Visi PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari, Kecamatan 

Umbulsari, Kabupaten Jember adalah tercapainya kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti mampu 

mengorganisir diri sendiri untuk memanfaatkan sumber daya yang ada 

dilingkungan sekitarnya, serta mampu mengelola sumber daya tersebut 

untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. 

Misi PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbusari, Kecamatan 

Umbulsari, Kabupaten Jember adalah : 

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakatnya 

b. Sistem yang partisipatif dalam kelembagaan 

c. Mengefektifkan dan peran pemerintah lokal 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana sosial dasar dan 

ekonomi masyarakat 

                                                        
63 Sumber, Kantor UPK-MPd wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 2016. 
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e. Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan.64 

5. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari 

Tujuan umum dari PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan 

kerja kepada masyarakat miskin dengan cara mendorong kemandirian 

dalam pengambilan keputusan serta dalam pengelolaan pembangunannya. 

Tujuan khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari 

meliputi : 

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 

miskin dan kelompok perempuan (SPP) dalam mengambil keputusan 

perencanaan, pelaksanan, pemantauan, dan pembangunan  

b. Mengelola sumber daya lokal dengan pembangunan yang partisipatif 

c. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa untuk menfasilitasi 

pengelolaan pembangunan partisipatif 

d. Menyediakan prasarana, sarana sosial dasar yang diperioritaskan untuk 

masyarakat 

e. Mengelola dana yang bergulir.65 

6. Bentuk Kegiatan Program SPP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) 

Bentuk kegiatan Program SPP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) adalah memberikan tambahan dana modal bagi kelompok 

                                                        
64 Sumber, Kantor UPK-MPd wilayah Kecamtan Umbulsari Kabupaten Jember. 2016. 
65 Ibid. 
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kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan 

pengelolaan dana pinjaman. 

a. Pelaksanaan Program SPP (Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan) Di Desa Umbulsari 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MPd) adalah program yang dibentuk oleh 

pemerintah dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, dari berbagai jenis kegiatan PNPM-MPd 

terdapat satu jenis kegiatan dana bergulir SPP Simpan pinjam 

kelompok perempuan merupakan kegiatan pemberian dana bergulir 

kepada kelompok perempuan dalam mengembangkan usaha mikro 

yaitu dengan memberikan akses permodalan yang dibutuhkan oleh 

pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah secara luas dan mudah.  

a) Prinsip dasar SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) dalam 

Program PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari. 

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan  

Desa Umbulsari  mempunyai prinsip dasar yang selalu menjadi 

landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan 

yang diambil dalam melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu 

mendorong terwujudnya tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan, 

prinsip-prinsip tersebut meliputi:66 

                                                        
66 Sumber, Kantor UPK-MPd wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 2016 
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a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Masyarakat hendaknya 

memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya 

pembangunan manusia daripada pembangunan fisik belaka. 

b. Otonomi. Masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk 

mengatur dirinya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab, 

tanpa adanya intervensi yang negatif dari piihak lain. 

c. Desentralisasi. Memberikan ruang yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral 

dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pusat 

pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 

d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Segala keputusan yang 

diambil berpihak kepada masarakat miskin. 

e. Partisipasi masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau 

tahap program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, serta dalam pelestarian kegiatan 

dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, maupun dalam 

bentuk materil. 

f. Kesetaraan dan keadilan gender. Masyarakat baik laki-laki 

maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya 

setiap tahap program dan dalam menikmati manfaat kegiatan 

pembangunan. 

g. Demokratis. Masyarakat mengambil keputusan dalam 

membangun secara musyawarah dan mufakat. 
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h. Transparasi dan akuntabel. Masyarakat memiliki akses terhadap 

segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga 

pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan 

dapat dipertangung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, 

maupun administrasi. 

i. Prioritas. Masyarakat memilih egiatan yang diutamakan dengan 

mempertimbnagkan manfaatnya untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. 

j. Keberlanjutan. Dalam setiap pengambilan keputusan atau 

tindakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, serta pemeliharaan kegiatan harus 

mempertimbangkan sistem pelestariannya. 

b) Ketentuan dasar PNPM Mandiri perdesaan Desa Umbulsari 

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari 

merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai 

acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan 

kegiatan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri perdesaan 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. 

Ketentuan dasar tersebut meliputi :67 

 

 

                                                        
67 Ibid. 
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a. Desa Berpartisipasi 

Desa penerima PNPM Mandiri perdesaan berhak 

berpartisipasi dalam seluruh tahap program. Untuk dapat 

berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat 

berpartisipasi dalam PNPM Mandiri perdesaan, dituntut adanya 

kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan 

petemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan 

menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela 

serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan 

ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalu PNPM Mandiri 

Perdesaan Desa Umbulsari adalah sebagai berikut: 

1. Penigkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha 

masyarakat, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan 

dengan produksi berbasis sumberdaya lokal (tidak termasuk 

penambahan modal). 

2. Penambahan modal Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP). 

b. Mekanisme usulan kegiatan 

Di Desa Umbulsari dapat mengajukan 2 (dua) usulan 

untuk dapat didanai dengan bantuan langsung masyarakat 

(BLM) PNPM Mandiri perdesaan. Tiga yang dimaksud adalah : 
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1) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau peningkatan 

kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang 

diterapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. 

2) Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan 

(SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus 

perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% 

dari BLM kecamatan. Akan tetapi harus mempertimbangkan 

hasil dari survei kelayakan kelompok. 

c. Kesetaraan dan keadilan gender 

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, salah 

satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pemihakan 

kepada perempuan , PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari 

mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam 

pengambilan keputusan dan sebagai pelaku pada semua tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan. Kepentingan 

perempuan harus terwakili secara memadai. 

1. Peran Pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan 

Peran pelaku PNPM-MP ditingkat Desa: 

a. Kepala Desa 

1. Sebagai pembina dan pengendali kelancaran dan 

keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP di desa 

masing-masing. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

70

2. Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

menyusun peraturan desa yang mendukung 

pelestarian hasil kegiatan PKK maupun PNPM-MP 

dan kelembagaan pola pembangunan partisipatif 

yang telah difasilitasi PNPM-MP. 

3. Mewakili desa dalam pembentukan forum 

muayawarah tingkat kecamatan atau pembentukan 

kerjasama antar desa. 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Mengawali proses pelaksanaan tahap kegiatan PNPM-

MP 

2. Ikut dalam proses legilisasi peraturan desa yang 

berkaitan dengan pelestarian hasil PKK dan PNPM-MP 

3. Mewakili masyarakat dalam proses pembentukan 

kerjasama antar desa 

3. Tim Pengelolan Kegiatan (TPK) 

Tim yang dari anggota masyarakat yang dipilih dalam 

Musyawarah Desa (MD), yang bertugas untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, mengelola 

administrasi dan keuangan PNPM-MP di desa. 

4. Tim Penulisan Usulan (TPU) 

Terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dalam 

Musyawarah Desa, berdasarkan kemampuan yang sesuai 
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dengan usulan masyarakat yang disetujui forum 

Musyawarah Desa. TPU bertugas menyiapkan dan penyusun 

dokumen yang diperlukan untuk pengajuan usulan desa. 

5. Tim Pemantau 

Terdiri dari anggota masyarakat yang memantau 

pelaksanaan kegiatan di desa. Mekanisme hasil memantau 

disampaikan dalam forum musyawarah di Desa. 

6. Tim Pemelihara 

Berperan menjalankan fungsi pengelolaan, yaitu 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan, hasil-hasil 

kegiatan PNPM-MP. 

7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 

Merupakan warga masyarakat setempat yang dipilih 

oleh forum musyawarah desa, berperan memfasilitasi atau 

memandu masyarakat dalam melaksanakan tahap kegiatan 

PNPM-Mp. Setiap desa paling tidak dipilih 2 KPMD, dipilih 

dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk 

memfasilitasi peran kaum perempuan, pengetahuan teknik, 

dan kelompok ekonomi, serta kemampuan lain yang 

dibutuhkan di desanya. 

Struktur kelompok masing-masing kelompok SPKP 

sama. Untuk lebih jelasnya struktur masing-masing 
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kelompok dapat dilihat pada gambar kelompok Anggur 06 

dan kelompok berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Kelompok Anggur 06 di Desa Umbulsari 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Kelompok Anggur 07 di Desa Umbulsari 

 
B. Penyajian dan Analisis Data 

Sesuai dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data 

yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian akan diperkuat 

KETUA 
Sofiyah 

SEKERTARIS 
Sumiati  

BENDAHARA 
Sriwiyani  

ANGGOTA 

1. Sriyani 
2. Suryana 
3. Sri Ningsi 
4. Eli Sulistiani 
5. Nasuka 

KETUA 
Rohimah 

SEKERTARIS 
Sulvia 

BENDAHARA 
Mastichah ANGGOTA 

1. Faiqotul Hikmah 
2. Susanti 
3. Siti Kasiyam 
4. Fikroatul khoiriya 
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dengan data  hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan 

diuraikan data-data mengenai pelaksanaan program SPP (simpan pinjam 

kelompok perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Umbulsari 

Kecamatan Umbulsari. 

1. Pelaksanaan Program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) 

Desa Umbulsari. 

PNPM Mandiri Perdesaan menciptakan lembaga pengelolaan yang 

cukup banyak, baik di Desa maupun di Kecamatan salah satunya adalah 

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).68 Kegiatan Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan (SPP) ini merupakan kegiatan penambahan modal 

untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam 

perdesaan, kemudahan akses pendanaan uusaha skala mikro, pemenuhan 

kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan 

kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan 

pencipataan lapangan kerja. Berikut ini yang menjadi alur tahapan dalam 

proses pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di Desa 

Umbulsari yakni:69 

a. Sosialisasi 

                                                        
68 SPP merupakan program dari PNPM Mandiri Perdesaan yang memberikan modal kepada kaum 
perempuan/ibu rumah tangga tujuannya agar tingkat kemiskinan di dalam komunitas ibu rumah 
tangga ataupun kaum perempuan dapat teratasi. 
69 Wawancara dengan Wawancara dengan Ibu Titin Irawati selaku Ketua TVP (Tim Verifikasi 
Perguliran), Umbulsari, 08 Mei 2017. 
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Melalui pogram simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)70 

dalam sosialisasi simpan pinjam kelompok perempuan UPK,71 TPK72 

dan KMD73 melakukan perkenalan tehadap program simpan pinjam 

kelompok perempuan melalui musyawarah antar desa yang dihadiri 

oleh masyarakat Desa Umbulsari dan juga TPK memberitahukan 

kepada masyarakat melalui masing-masing RT bahwa sedang 

dilaksanakannya program PNPM-MP yaitu program SPP. 

b. Pengajuan Pinjaman  

Peraturan pinjaman yang diatur dalam pinjaman dana bergulir 

antara lain:74 

a. Pinjaman adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan 

anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan 

(masyarakat miskin dan sesuai dengan hasil surve dilapangan yang 

tertuang dalam dokumen pemetaan swadaya yang dilakukan oleh 

masyarakat sendiri berdasarkan ketentuan dan kriteria kemiskinan 

yang telah disepakati bersama). 

b. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiyai usaha 

produktif yang sudah ada maupun unuk menciptakan usaha baru 

(tujuan untuk meningkatkan ekonomi yang diiringi degan 

                                                        
70 SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) 
71 UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) 
72 TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) 
73 KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 
74 Wawancara dengan Ibu Dwi Tugaswati selaku anggota TVP (Tim Verifikasi Perguliran), 
Umbulsari, 08 Mei 2017. 
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penguatan melalui pelatihan-pelatihan pengembangan ekonomi 

lokal. 

c. Jangka waktu pinjaman 10 bulan 

d. Angsuran pinjaman maksimal bulanan. 

Sebelum anggota kelompok mendapatkan pinjaman dana dari 

SPP, semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-

persyaratan pinjaman antara lain:75 

a. Pendataan calon peminjaman dana SPP dengan membawa fotocopy 

KTP suami istri. 

b. Pengarahan kepada calon peminjam tentang aturan pinjaman dan 

cara pembayaran angsuran pinjaman dari pengelola. 

c. Pengarahan pada calon peminjam tentang pemanfaatn dana 

pinjaman agar digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan 

usaha, agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga sehingga 

dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. 

d. Mengajak musyawarah kepada anggota, untuk kelangsungan 

kegiatan simpan pinjam agar semua anggota yang belum 

mendapatkan pinjaman pada waktu yang akan datang. 

e. Mengisi perjanjian tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada 

anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan bunga 

pinjaman, maka secara kelompok dan bersama-sama akan 

melunasinya). 

                                                        
75 Ibid. 
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c. Penyaluran Dana 

Penyaluran dana SPP tersebut ditetapkan oleh TPK, kemudian 

dilakukan proses penyaluran dana oleh UPK, TPK, Lurah, FK 

(Fasilitator Kecamatan ekonomi) dan kelompok yang meminjam. 

Adapun besaran dana yang dapat dipinjam untuk setiap orang dalam 

tiap kelompok adalah maksimal 5 juta tidak boleh lebih, dengan bunga 

1,5% perbulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai bersama, 

dan proses pengembaliannya bisa diangsur tiap bulan selama setahun. 

Dan apabila dalam suatau kelompok perempuan yang mengajukan 

usulan ke PNPM Mandiri Perdesaan dan sudah di danai haruslah 

mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya apabila maka 

kelompok tersebut tidak dapat diprioritaskan lagi serta tidak dapat di 

beri pinjaman lagi selanjutnya.76 

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

bapak Sukarlan, beliau mengatakan bahwa: 

“Mengenai pelaksanaan program SPP (Simpan Pinjam 
Kelompok Perempuan) disini yaitu yang pertama dilakukan 
sosialisasi memperkenalkan program SPP melalui musyawarah 
antar Desa yang di hadiri masyarakat umbulsari dan juga TPK 
setelah sosialisasi, dilanjutkan pengajuan pinjaman anggotanya 
harus mempunyai kriteria yang dipersyaratkan (masyarakat 
miskin) dan berdasarkan ketentuan dan kriteria kemiskinan 
yang telah disepakati bersama. Dan penggunaan pinjaman yaitu 
untuk membiyayai usaha yang sudah ada maupun untuk usaha 
yang baru, untuk meningkatkan ekonomi, peminjaman dana 
SPP memiliki jangka waktu pinjaman selama 10 bulan dan 
pembayarannya di angsur tiap bulanya. Kemudian sebelum 
anggota kelompok SPP mendapatkan pinjaman, semua 

                                                        
76 Wawancara dengan Ibu Umi Mahmudah selaku ketua TPP (Tim Pendanaan Perguliran), 
Umbulsari, 08 Mei 2017. 
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kelompok harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah 
ditentukan yaitu mengumpulkan foto copy ktp suami istri. 
setelah itu verifikasi, didalam verifikasi pengumpulan calon 
anggota ditanya usahanya apa, mengambil pinjaman berapa, 
peghasilan setiap bulan berapa, punya tanggungan dibank 
lainnya, dokumentasi calon anggota beserta usahanya apabila 
tidak mau didokumentasi maka dinyatakan gagal. Waktu 
verifikasi anggota harus datang apabila tidak datang maka 
dinyatakan gagal, selanjutnya pencairan dana SPP (Simpan 
Pinjam Kelompok Peremuan)”.77 
 
Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Mansyur, beliau 

menyatakan bahwa: 

“Setau saya dalam pelaksanaaan SPP (Simpan Pinjam 
Kelompok Perempuan) yang saya ketahui di Desa Umbulsari 
ini, Pada saat saya diundang untuk datang diacara musyawarah 
pembahasan masalah SPP. Calon anggotanya mengumpulkan 
foto copy KTP, kemudian mengumpulkan anggota, ditanya 
usahanya apa, mengambil pinjaman berapa, punya tanggungan 
dibank lain, apabila anggota tidak datang maka gagal 
dinyatakan utntuk menjadi anggota SPP, Cuma itu setau saya 
mengenai program SPP”.78 
 
Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Sofiyah, beliau mengatakan 

bahwa: 

“mengenai pelaksanaan program SPP (simpan pinjam 
kelompok perempuan) di desa Umbulsari yaitu sosialisasi 
memberitahukan kepada masyarakat melalui masing-masing RT 
bahwa sedang dilakukannya program SPP (simpan pinjam 
kelompok perempuan), dan tujuan program spp memberikan 
pinjaman yaitu untuk membiyayai usaha yang ada maupun 
usaha yang baru agar meningkatkan ekonomi, dan untuk 
pengembalian pinjaman yaitu jangka waktunya 10 bulan dan 
angsuran pinjaman di angsur setiap bulan dan pengembaliannya 
sesui dengan besaran dana pinjaman dan sesuai ketentuan yang 
telah disepakati bersama. kemudian yang pertama dilakukan 
oleh calon anggota kelompok SPP mengumpulkan fotocopy  
ktp suami istri, setelah itu kemudian verifikasi, didalam 
verifikasi pengumpulan calon anggota ditanya usahanya apa, 

                                                        
77 Wawancara dengan Bapak Sukarlan selaku bendahara BKAD (Badan Kerjasam Antar Desa), 
Umbulsari, 15 Mei 2017 
78 Wawancara dengan Bapak Mansyur selaku tokoh masyarat Desa Umbulsari, 15 Mei 2017 
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mengambil pinjaman berapa, penghasilan seiap bulannya 
berapa, punya tanggungan di bank lain, dokumentasi calon 
anggota beserta usahanya apabila calon anggota tidak mau 
didokumentasi maka dinyatakan gagal menjadi anggota, 
biasanya ada yang tidak mau didokumentasi karena malu. Dan 
waktu verivikasi anggota diharuskan datang apabila tidak 
datang maka  dinyatakan gagal, kemudian mengisi surat 
perjanjian sesuai ketentuan dan telah diseakati bersama, 
selanjutnya tahap yang terakhir yaitu pencairan dana SPP, 
pencairan 3 bulan setelah verivikasi”.79 
 
Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

Bapak Imam Shodiq: 

“Masyarakat merasa senang dengan adanya program 
pemerintah PNPM Mandiri Perdesaan. Hadirnya SPP dari 
PNPM-MP membawa hal baik bagi kesejahterakan masyarakat. 
Sebelum adanya SPP, masyarakat kesulitan untuk mencari 
tambahan modal yang tidak menggunakan jaminan, sehingga 
usaha masyarakat sulit berembang. Setelah adanya SPP, 
masyarakat terbantu untuk mengembangkan usahanya dan bisa 
menambah pendapatan keluarga”.80 
 
Dengan kehadiran SPP di Desa Umbulsari, kemampuan 

masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan 

akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan 

taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi untuk memupuk modal 

sangat penting mengingat bahwa keinginan simpan pinjam kelompok 

perempuan ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan. 

Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara 

mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk 

penanggulangan kemiskinan. 

                                                        
79 Wawancara dengan Ibu Sofiyah selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Umbulsari, 15 
Mei 217 
80 Wawancara dengan Bapak Imam Shodiq selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan), 
Umbulsari, 1 maret 2017 
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Pada dasarnya simpan pinjam kelompok perempuan ini 

merupakan salah satu transaksi yang memungut dana dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada 

anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangga 

mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat. 

Didalam observasi yang saya lakukan, peran pengelola dalam 

pengelola dana SPP ini tidak sangatlah penting, karena tanpa adanya 

pengelolaan, kegiatan SPP ini tidak akan berjalan dengan lancar. 

Adapaun peran pengelola antara lain:81 

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana SPP yang 

dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif; 

2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, baik 

keuangan maupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan SPP; 

3. Bertangung jawab terhadap pengelolaan dokumen SPP; 

4. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam; 

5. Melakukan sosialisasi dalam perencanaan keuangan (peminjaman) 

dan rencana kerja (pengembalian) sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan; 

6. Membantu pengembangan kapasitas pelaku-pelaku usaha dalam 

kelompok melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dana 

pendampingan; 

                                                        
81 Observasi, Desa Umbulsari, 16 Mei 2017 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

80

Dari observasi yang saya lakukan , program SPKP PNPM-Mp 

di Desa Umbulsari adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan 

dan kemajuan perekonomian masyarakat. Pemberian dana SPP ini 

memberikan banyak manfaat bagi penerima pinjaman yang ada di 

Desa Umbulsari. Ini dikarenakan syarat yang perlu dipenuhi tidak 

serumit yang diajukan oleh pihak bank. Dalam peminjaman dana SPP 

tidak memberikan jaminan kepada UPK seperti pada bank, tetapi 

dengan memberikan jaminan kepada kelompok yang dipegang oleh 

ketua kelompok yang disebut tanggung renteng.82 Pelaksanan SPP di 

Desa Umbulsari sudah sesuai dengan apa yang ada dipetunjuk teknis 

operasional (PTO). Terbukti dengan memilih rumah tangga miskin 

sebagai sasaran utamanya dan syarat-syaratnya untuk mendapatkan 

pinjaman dana SPP sesuai dengan yang ada di PTO.83 

Dana yang dipinjamkan kepada kelompok SPP terdiri dari 2 

macam, yaitu dana reguler dan dana pengguliran. Dana reguler adalah 

dana yang didapat dari BLM untuk tahun berjalan, dana setelah 

pengembaliannya kepada kelompok pengguliran. Peminjaman dana 

SPP di Desa Umbulsari berjalan cukup baik, walaupun terkadang 

terjadi tunggakan disalah anggota kelompok. Namuun tunggakan 

tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan batas waktu maksimal 

pembayaran. 

                                                        
82 Observasi, Desa Umbulsari, 16 Mei 2017 
83 Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PKK 
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2. Konstribusi Program SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Di 

Desa Umbulsari 

Dari hasil peneitian ini diketahui bahwa 1). Konstribusi dari 

kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) cukup besar 

terhadap kegiatan wirausaha yang dilaksanakan masyarakat. Konstribusi 

yang diberikan berupa pemikiran yaitu dengan memberikan motivasi, 

bantuan pinjaman dana, dan tenaga yaitu dengan memonitoring dan 

bimbingan, 2). Minat wirausaha masyarakat terhadap kegiatan wirausaha 

setelah mendapatkan bantuan dari kegiatan Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan (SPP) cukup tinggi, hal tersebut terlihat dari mrningkatnya 

profesi wirausahawan di Desa Umbulsari, 3). Faktor pendukung dalam 

PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan) berjalan baik dan harmonis, sedangkan faktor penghambat 

dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah kurangnya pengetahuan baik 

masyarakat maupun kader dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terhadap 

kegiatan yang ada di PNPM-MP.  

Sebagaimana hasil wawancara yang peniliti lakukan dengan Ibu 

Nasuka selaku anggota SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan), 

Beliau mengatakan bahwa: 

“Saya ini cuman mempunyai usaha ternak saja mbk, sebelum itu 
saya pernah mempunyai usah pembibitan ayam kampung namun 
gagal namanya juga usaha mbk ya ada berhasil dan gagalnya. Ya 
setelah gagal saya mempunyai ide untuk beralih ke usaha ternak 
bebek. Di awal-awal menjalankan saya banyak mengalami 
kekurangan modal, karena modal saya hanya cukup digunakan 
untuk kebutuhan sehari-hari saja. Pada tahun 2017 saya mencoba 
mendaftarkan diri sebagai anggota SPP dan memenuhi persyaratan 
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yang telah ditentukan oleh SPP. Ya alhamdulillah semenjak adanya 
dapat tambahan modal usaha saya semakin berkembang dan juga 
bisa membantu suami saya mbk ”.84 

 
Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Sumiati selaku anggota SPP 

(Simpan Pinjam Kelompok Perempuan), beliau mengatakan bahwa: 85 

“Jeneng e wong wedok nduk kerjone yo gak adoh-adoh ko omah 
lek kerjo adoh yo gek sopo ngurusi bojo karo anak. Jeneng e 
pengen ngewangi bojo golek rejeki ben cukup gak kekurangan  ben 
podo karo wong liyo. Yo aku gur usaha ngingu pitek ae de pinggir 
omah,  tapi ea entuk e titik e sek kurang jeneng e sak iki kebutuhan 
akeh yo larang kabeh dadi yo gak cukup entuk e ngigu pitek. Tapi 
sak iki aku melok anggota kelompok SPKP, aku entok tambahan 
modal kango bukak usaha warung cilik-cilik an de ngarep omah ea 
alhamdulillah nduk semenjak enek bantuan modal gawe bukak 
warung yo lumayan bendinone iso gawe tambahan penghasilan. 

 
 “(Namanya juga perempuan mbk kerja ya gak jauh-jauh dari 
rumah kalau kerja jauh dari rumah ya siapa yang mau mengurusi 
suami dan anak. Namanya pengen bantu suami cari rejeki baiar 
cukup tidak kekurangan biar sama kayak orang lainnya. Saya ya 
cuman memelihara ayam saja disebelah rumah, tapi ya 
pendapatanya cuman sedikit masih kurang namanya aja sekarang 
kebutuhan tambah banyak apa-apa juga mahal jadi tidak cukup dari 
hasil ternak ayam. Tetapi saya mengikuti anggota kelompok SPKP, 
saya dapat tambahan modal dibuat membuka usaha warung kecil-
kecilan di depan rumah ya alhamdulillah mbk semenjak adanya 
bantuan modal dibuat buka warung ya lumayan tiap harinya bisa 
dibuat tambahan penghasilan)”. 

 
Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Sri Ningsih selaku anggota 

SPP (Simpan Pinjam  Kelompok Perempuan), beliau mengatakan bahwa:  

“Saya mempunyai usaha jualan kentucky. Ya semenjak menjadi 
anggota kelompok SPP usaha saya semakin berkembang, awalnya 
saya hanya menjual kentucky sebanyak 5kg saja kemudia setelah 
saya mendapat tambahan modal dari program SPP usaha jualan 
saya berkembang menjadi 20kg.86 

 

                                                        
84 Wawancara dengan Ibu Nasuka selaku anggota kelompok SPP, Umbulsari, 6 maret 2017 
85 Wawancara dengan ibu Sumiati selaku anggota kelompok SPP, Umbulsari, 6 maret 2017 
86 Wawancara dengan Ibu Sri Ningsih selaku anggota kelompok SPP, Umbulsari 16 Mei 2017 
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Setelah beberapa wawancara saya dengan Ibu Nasuka, Ibu Sumiati 

dan Ibu Sri Ningsih anggota kelompok SPP dapat diketahui bahwa 

sebelum adanya pinjaman dana SPP, usaha masyarakat hanya bisa 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat hanya bisa 

digunakan untuk kebutuhan sahari-hari sehingga masyarakat sangat 

kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Setelah adanya SPP, 

masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dan 

pengembangan usaha yang mereka jalani. Mereka juga berharap agar 

kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan seperti ini tetap berlanjut 

sehingga dapat membantu dan menyadarkan bagi masyarakat miskin 

lainnya. Peminjaman dana SPP sebagai salah satu program dari PNPM MP 

dapat membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat miskin yang produktif. 

Dengan adanya program SPP, suatu pemberdayaan sudah 

dirumuskan oleh masyarakat miskin di Desa Umbulsarai, keberlangsungan 

hidup yang sejahtera dan terciptanya kebutuhan pemenuhan kebutuhan 

dalam perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. 

Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap 

berjalan dengan baik dan terus berlangsung agar dapat mengentaskan 

kemiskinan pada masyarakat lain. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sriyani selaku anggota SPP 

(simpan Pinjam Kelompok Perempuan), beliau mengatakan bahwa: 

“Saya menyadari adanya SPP (simpan pinjam kelompok 
perempuan) usaha saya mendapat tambahan modal, sehingga usaha 
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saya semakin berkembang. Awalnya saya hanya menjual kacang 
rebus saja, setelah saya mendapat modal dari SPP saya mempunyai 
inisiatif menambah usaha saya berjualan minumam seperti: pop 
ice, jasjus, dan minuman lainya”.87 

 
Hal serupa dikatakan dengan pendapat Ibu Eli Ningsi selaku 

anggota SPP (simpan pinjam kelompok perempuan), beliau mengatakn 

bahwa: 

“Dengan adanya program SPP saya mendapatkan tambahan modal 
untuk usaha saya, awalnya saya hanya menjual sayuran aja di 
peracangan / toko kecil saya, setelah saya mendapatkan modal dari 
program SPP saya menambahkan berbagai kebutuhan mandi, 
bumbu dapur, dan lain-lain. Dan pendapatan saya menjadi 
bertambah bisa membantu pendapatan suami saya”.88 

 
Hal serupa dikatakan dengan pendapat Ibu Siti Kasiyam selaku 

anggota SPP (simpan pinjam kelompok perempuan), beliau mengatakn 

bahwa: 

“Saya mempunyai usaha jual es dawet namun didalam usaha saya 
mengalami kebangkrutan dikarenakan tidak mempuanyai modal 
untuk berjualan lagi, hasil dari berjualan es dawet hanya cukup 
untuk makan saja dan yang untuk modal buat jualan es dawet di 
besok nya saya tidak mempunyai modal dan saya tidak berjualan 
lagi karna tidak mempunyai modal, karena modal awal untuk 
berjualan saya hanya mempunyai sedikit. Dan setelah itu saya 
mencoba mendaftar jadi anggota kelompok SPP, setelah mendapat 
modal dari program SPP saya membuka lagi usaha saya yang 
dulunya menglami kebangkrutan dan saya meneruskan jaulan es 
dawet dan semenjak mendapat tambahan modal dari SPP 
pendapatan saya menambah tidak membingungkan lagi modal buat 
usahanya di besok harinya”.89 

 
Hal serupa dikatakan dengan pendapat Ibu Sul Via selaku anggota 

SPP (simpan pinjam kelompok perempuan), beliau mengatakn bahwa: 

                                                        
87 Wawancara dengan Ibu Sriyani selaku anggota kelompok SPP, Umbulsari, 16 Mei 2017 
88 Wawancara dengan Ibu Eli Sulistiani selaku anggota kelompok SPP, Umbulsari, 17 Mei 2017 
89 Wawancara dengan Ibu Siti Mariyam selaku anggota kelompok SPP, Umbulsari, 17 Mei 2017 
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“Saya sebelumnya mempunyai usaha jual es degan, tetapi tutup 
tidak berjualan lagi diakrenakan tidak mempunyai modal untuk 
berjualan lagi, semua modal dan hasil jualannya habis untuk 
membiyayai suami saya yang habis kecelakaan, suami saya hanya 
seorang supir bus. Kemudia saya mendaftarkan diri saya menjadi 
anggota kelompok SPP, setelah saya mendapat tambahan modal 
dari SPP saya melanjutkan usaha berjualan es degan dan suami 
saya tidak bekerja jadi supir bus lagi melainkan membantu mencari 
buah degan dari pohon kepohon. Dengan berjualan es degan 
lumayan bisa menghidupi sehari-hari”.90 

 
Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Anam 

karyawan Bank Mandiri Umbulsari: 

“Setau saya mengenai program SPP yang ada di sini dari 
kecamatan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat 
untuk mengembangkan usaha golongan kecil. Ya sekedar denger-
denger dari tetangga untuk menjadi anggota tidak ada jaminan, 
kalau di bank-bank kan ada yang meminjam pinjaman ada 
jaminannya. Ya cuman itu saja setau saya”.91 

 
Jawaban serupa juga disampaikan oleh Bapak Yudi Santuso selaku 

Karyawan di Koprasi BMT Umbulsari: 

“Setaunya saya ya cuman masyarakat yang menjadi anggota diberi 
modal pinjaman untuk mengembangkan usahanya, untuk 
mendapatkan pinjaman modal tidak diminta jaminan ya itu saja 
yang saya tau”.92 
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya adanya program SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) 

di Desa Umbulsari sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam 

perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani dan 

meningkatnya pendapatan yang mereka dapatkan. Dengan demikian 

program SPKP PNPM-MP dapat membantu masyarakat dalam 
                                                        

90  Wawancara dengan Ibu Sul Via selaku anggota kelompok SPP, Umbulsari, 17 Mei 2017. 
91  Wawancara dengan Bapak Muhammad Anam karyawan Bank Mandiri, Umbulsari, 17 Juli 
2017. 
92 Wawancara dengan Bapak Yudi Santuso karyawan Koprasi BMT , Umbulsari, 14 Juli 2017. 
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memberdayakan kebutuhan ekonominya karena dengan adanya SPKP 

dapat mempermudah masyarakat dalam penambahan modal usahanya. 

Dengan demikian, adanya program SPKP (simpan pinjam kelompok 

perempuan) ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya sehari-hari, hal tersebut dikarenakan program SPP ini dapat 

membantu masyarakat untuk penambahan modal usahanya.  

Tabel Jumlah Pendapatan Kelompok SPP setelah mendapat 

pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Umbulsari.93 

No Nama Pendapatan Sebelum 

Pinjaman/Bln 

Pendapatan Sesudah 

Pinjaman/Bln 

1. Sumiyati Rp. 650.000 Rp. 1000.000 

2. Sriyani Rp.700.000 Rp. 1400.000 

3. Sriwiyani Rp.700.000 Rp. 1200.000 

4. Suryana Rp. 550.000 Rp. 1.450.000 

5. Sri Ningsih Rp. 600.000 Rp. 1300.000 

6. Eli Sulistiani Rp. 400.000 Rp. 1000.000 

7. Nasuka Rp. 450.000 Rp. 1.000.000 

8. Sulvia Rp. 400.000 Rp. 1.000.000 

9. Siti Kasiyam Rp. 650.000 Rp. 1.400.000 

10. Susanti Rp. 300.000 Rp. 1.200.000 

JUMLAH Rp. 5.400.000 Rp. 11.950.000 

Sumber : Diolah Tahun 2016 

                                                        
93  Sumber Kantor Desa Umbulsari, Tanggal 19 Juli 2017, waktu 09:30 WIB. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah 

menerima Pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Simpan 

Pinjam Perempuan rata-rata peningkatan pendapatan anggota SPKP 

(simpan pinjam kelompok perempuan) tersebut naik sebesar Rp. 

11.950.000,. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan setelah 

pinjaman dengan pendapatan rendah yang sebelum Pinjaman yaitu sebesar 

Rp. 5.400.000. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Progran PNPM 

Mandiri Perdesaan efektif membantu pemerintah dalam upaya 

menurunkan jumlah masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat miskin Di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten 

Jember di tahun 2016. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara pendapatan masyarakat miskin di Desa 

Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebelum 

mendapatkan pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri dengan 

pendapatan masyarakat miskin di Desa Umbulsari sebelum mendapat 

pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri dengan pendapatan 

Masyarakat miskin di Desa Umbulsari setelah mendapatkan pinjaman 

dana bergulir dari PNPM Mandiri Perdesaan. Melihat aktivitas ekonomi 

kelompok SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) PNPM-MP, maka 

dapatdikatakan bahwa keberadaan SPKP di tengah-tengah masyarakat 

Desa Umbulsari merupakan sebuah rasionalisasi berjalannya roda 

perekonomian di sektor usaha menengah ke bawah. Dapat pula dikatakan 
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bahwa SPKP sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa untuk 

mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran bersama. 

Hal tersebut tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 7: 

                  

                        

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik 
sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 

 
3. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Program SPP (simpan 

pinjam kelompok perempuan) Program PNPM-MP Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat di Desa Umbulsari. 

1. Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program SPP 

(simpan pinjam kelompok perempuan). 

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan 

muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan 

dalam al-qur’an dan sunah rosul, asalkan tidak ada paksaan atau hanya 

untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalat 

diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan 

dan dapat menghilangkan kemadharatan.94 Mewujudkan kesejahteraan 

dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim 

                                                        
94 Kholaf Wahab, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), 354 
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merupakan kewajiban syar’i, yang jika disertai ketulusan niat karna 

Allah akan naik pada tingkat ibadah. Terealisasinya pengembangan 

ekonomi di dalam Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya 

individu dan upaya pemerintah. Dimana pean individu sebagai asas 

dan peran pemerintah sebagai pelengkap.95 

2. Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap konstribusi SPP (simpan 

pinjam kelompok perempuan). 

Dilihat dari dimensi perencanaan, sosialisasi dan pembinaan 

cukup sering dilakukan untuk anggota kelompok program SPP 

(simpan pinjam kelompok perempuan), proses administrasi untuk 

menjadi anggota pun cukup cepat dan sering tidak ada kendala. 

Sasaran bantuan juga tepat yaitu untuk rumah tangga kurang mampu. 

Pada program SPP ini semua anggota dituntut untuk prefisional 

seperti mengembalikan dana tepat pada waktunya dan menghadiri 

sosialisasi dan pembinaan yang diadakan oleh UPK. 

Pembangungunan ekonomi di perdesaan akan efektif karena program 

ini memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensinya 

dengan usaha yang telah dimilikinya atau yang baru dibangunnya agar 

dapat meningkatkan pendapatan mereka, pendapatan yang meningkat 

bisa membantu mereka dapat menabung meskipun tidak sering, 

karena mereka harus menggunakan pendapatan untuk membayar uang 

sekolah anaknya, membantu keuangan di keluarganya. 

                                                        
95 Jaribah Ibn Ahmad Al-Harisi, Fiqih Ekonomi Umar Bi Al-Kathab, (Jakarta: Khalifa, 2006), 735. 
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Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas 

pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara 

umum tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan 

potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses 

pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan pebutuhan pendanaan 

sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan perempuan. 

Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah 

mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun 

sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan 

ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan 

mendorog penguatan kelembagaan simpan pinjam kelompok 

perempuan.  

Di dalam program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) 

ada besaran dana yang dapat dipinjam untuk setiap orang dalam tiap 

kelompok dengan bunga 1,5% perbulan sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakai bersama, dan proses pengembaliannya diangsur tiap 

bulan selama 10 bulan. Bunga telah menyebabkan semakin jauh 

antara pembangunan dan tujuan yang akan dicapai. Bunga juga 

merusak tujuan-tujuan yang ingin didapat, pertumbuhan ekonomi, 

produktivitas dan stabilitas ekonomi. Dan di Indonesia bunga bank 

(interst) telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dengan diterbitkannya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 karena bunga 
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termasuk kategori riba yang dilarang dalam al-qur’an. Al-qur’an telah 

mengatur keharaman riba ini melalui 3 tahapan larangan:96 

a. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjama riba yang 

sepintas (pada zahirnya) seolah-olah menolong orang yang butuh 

sebagai suatu perbuatan “mendekat” kepada Allah.( Al-Qur’an 

surat Ar-Rum : 39) 

b. Tahapan kedua, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu 

tambahan yang berlipat ganda. Menurut para ahli tafsir, 

pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan 

fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. (Al-

Qur’an surat Ali Imran : 130) 

c. Tahap ketiga, pengharaman riba secara tegas dari Allah SWT 

apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. (QS. Al-

Baqarah 278-279). 

Larangan riba dalam Al-Hadis yaitu dalam amanat terakhirnya 

pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW, masih 

menekankan sikap Islam yang melarang riba;97 

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia 
pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu 
mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus 
dihapuskan. Modal (utang pokok) kamu adalah hak kamu. 
Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami 
ketidakadilan.” 

 

                                                        
96 Harisudin Noor, Fiqih Muamalah1 (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 102 
97  Veithzal Rivai, Islam Financial Management: teori,konsep dan aplikasi panduan praktis untuk 
lembaga keuangan, nasabah, praktis, dan mahasiswa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 68. 
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Selanjutnya sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan 

oleh HR. Muslim No. 2995, kitab al-Masaqqah yang artinya; 

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW Mengutuk orang yang 
menerima riba, orang yang mencatatnya, dan dua orang 
saksinya, kemudian beliau besabda, “Mereka itusemuanya 
sama.” 

 
Betapa buruknya riba dan betap besar dosanya, Nabi SAW 

menyebut bahwa dosa riba yang terkecil itu sama dengan dosa 

seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnnya. Selama masa 

hidup Nabi SAW, riba tidak hanya dipungut dari pinjaman uang 

melaikan juda dari transaksi barter. Dengan demikian, Nabi SAW 

melarang kedua bentuk riba itu. Beberapa ahli ekonomi modern 

berusaha untuk menunjukan bahwa bunga bank itu bukan riba dan 

menyatakan bahwa bunga bank itu bukan riba . tetapi mayoritas 

sarjana Muslim sepakat menyataka bahwa riba dalam segala 

bentuknya adalah haram.98 

Islam telah mengatur tentang kegiatan berekonomi 

sebagaimana ditetapkan Yusuf qardhawi dalam bunyinya peran nilai 

dan moral dalam perekonomian ada empat nilai utama ekonomi Islam. 

1. Ekonomi rabbaniyah (Keutuhan). Maksudnya adalah bahwa 

ekonomi Isam sebagai ekonomi ilahiah artinya Islam mempunyai 

cara, pemahaman nilai-nilai ekonomi yang mengharapkan 

keridhoan dari Allah SWT di dunia dengan senantiasa 

mempertimbangkan kehidupan di akhirat. 

                                                        
98 Sharif Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Prinsp Dasar, (Jakaera: 2012), 54. 
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2. Ekonomi Akhlak. Dalam nilai ini tidak adanya perbedaan atau 

pemecahan antara kegiatan ekonomi dan akhlak. 

3. Ekonomi Kemanusiaan. Nilai yang ketiga ini, berarti bahwa Islam 

berpandangan bahwa manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi 

Islam sekaligus sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu 

yang telah diajarkan Allah kepadanya. 

4. Ekonomi Pertengahan, adalah nilai pertengahan atau keseimbangan 

disini adalah keadilan dalam segala hal khususnya dalam kegiatan 

ekonomi, karena adil adalah ruh, pilar dan fondasi ekonomi Islam 

apabila nilai terjatu atau hilang, maka apa bedanya dengan ekonomi 

kapitalis dan komunis atau disebut dengan ekonomi konvensional 

yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan 

pihak lain atau keadilan. 

Dalam ajaran Islam adil merupakan norma paling utama dalam 

seluruh aspek perekonomian sebagaimana diterangkan dalam pesan 

al-Qur’an bahwa adil merupakan tujuan agama samawi. Adil juga 

sebagai salah satu sifat Allah SWT, kebaikan sifat adil adalah zalim 

yaitu sifat yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an 

bahwa Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan sangat 

memusuhi kedzaliman bahkan melaknatnya. Salah satu sendi utama 

ekonomi Islam adalah sifat-nya yang pertengahan (keseimbangan) dan 

ciri ini menjadi ruh atau jiwa dalam ekonomi Islam.99 

                                                        
99 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 69. 
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Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an 

berisikan tentang keharusan menegakkan keadilan dan memenci 

kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, dhalal, dll. Tujuan keadilan 

sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, 

dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. 

Sebagaimana terangkum dalam statemen al-Qur’an, ada beberapa 

nilai-nilai yang dijadikan landasan seseorang dalam bermuamalah, 

berprilaku, dan secara khusus dalam berekonomi, yaitu tauhid 

(keimanan), ‘adil (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah 

(pemerintahan) dan maad (hasil). 

Tujuan keadilan ekonomi dan pemerataan pendapatan atau 

kesejahteraan, diangap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat 

moral Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki prinnsip kenabian yang 

memiliki sifat berekonomi secara shidiq (jujur, benar); amanah 

(bertanggung jawab, biasa dipercaya, dan kredibel); fatonah (cerdik, 

bijaksana dan intelek); dan tablig (komunikasi, transparasi, dan 

publikasi). Khilafah (pemerintahan), dalam arti ekonomi Islam 

ditetapkan dalam sebuah naungan pemerintahan yang memiliki 

kewenangan, tanggung jawab, dan kredibiitas untuk mengatur, 

mengelola,  dan mendistribusikan seluruh sumber daya yang menjadi 

hak publik untuk sebesar-besar kemakmuran bersama. Penguasa ini 

tak harus merupakan pemerintahan berasaskan Islam. 
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Islam telah memberikan solusi atas permasalahan bunga yang 

menurut fatwa MUI, bunga bank adalah termasuk kategori riba. Riba 

adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa 

adanya iwadh (transaksi pengganti) yaitu transaksi bisnis atau 

komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. Seperti 

transaksi jual-beli, atau bagi hasil proyek. Transksi pengganti atau 

‘iwadh atau underlying aset sektor riil ada 3 macam: jual beli, bagi 

hasil dan ijarah.100 Meskipun spintas praktik ribawi namun 

sebenarnya yang diterapkan oleh SPKP adalah akad bagi hasil. 

Bagi hasil ini merupakan hasil dari akad parnership yaitu akad 

mudharabah dan musyarakah. Dapat juga dalam bentuk akad 

mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antar rab al-mal 

(investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi 

sebagai pengelola dalam berdagang. Syirkah salah satu usha dengan 

tujuan memperoleh keutungan. Dalam praktiknya dapat diterapkan 

dengan cara menyediakan modal bagi para anggota untuk 

mengembangkan usaha dengan cara pinjaman modal.101  

Dalam kegiatan SKPK (simpan pinjam kelompok perempuan) 

ini dapat menyediakan pinjaman untuk tujuan kebijakan ini dapat 

                                                        
100 Riba diharamkan dalam al-Qur’an dengan beberapa tahap. Tahap pertama; secara riil tambahan 
yang diperoleh dengan cara riba bukan tambahan, diterangkan dalam surat al-Rum; 39, Tahap 
kedua; Riba yang dilarang bagi Ahl al Kitab, diterangkan dalam surat al-Nisa; 160-161, Tahap 
ketiga; Riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda, diterangkan dalam surat Ali Imron; 
130,  Tahap keempat; Segala bentuk dan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman berapapun 
jumlahnya adalah haram, diterangkan dalam surat al-Baqarah; 278-279. 
101 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 135. 
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diterapkan dengan akad qard al-hasan yaitu pinjaman kebijakan 

dengan unsur tolong-menolong (tabarru’)102. 

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat penulis tarik 

kesimpulan, bahwa kegiatan pembiyaan berupa memberikan modal 

kepada RTM (rumah tangga miskin) yang di terapkan oleh kantor 

UPK Kecamatan Umbulsari dibolehkan dalam ekonomi Islam, karena 

programnya yang mendasarkan pada keberlangsungan hidup 

masyarakat di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten 

Jember dari segi ekonominya. Adapun kesalahan pada lembaga 

tersebut adalah pada prakteknya, yakni dari segi pengembalian 

berlebih yang melebihi jumlah hutang atau disebut dengan riba,  dan 

ketika ada riba didalamnya maka perjanjan itu menjadi haram dalam 

ekonomi Islam. 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di PNPM Mandri 

Perdesaan Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, data-

data yang merupakan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat 

pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-

bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Adapun temuan-temuan yang di 

dapat dari lapangan antara laian : 

1. Pelaksanaan program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa 

Umbulsari. 

                                                        
102 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 
2000), 13. 
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PNPM Mandiri Perdesaan mencipatakan lembaga pengelolaan yang 

cukup banyak, baik di Desa maupun di Kecamatan salah satunya adalah 

SPP (simpan pinjam kelompok perempuan). kegiatan yang dilakukan oleh 

kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan 

pengelolaan dana pinjaman. Secara umum tujuan dari kegiatan SPP ini 

adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, 

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan pebutuhan 

pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan 

perempuan. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah 

mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun 

sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan 

ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorog 

penguatan kelembagaan simpan pinjam kelompok perempuan. 

Sebagaimana penelitian yang telah dilaksanakan, ternyata didalam 

pelaksanaan program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa 

Umbulsari kurang transparan dan akuntabel padahal di dalam PTO 

(petunjuk teknis operasional) program pemberdayaan masyarakat mandiri 

perdesaan prinsip-prinsip yang digunakan harus transparan dan akuntabel, 

artinya dalam setiap langkah dan kegiatan harus dilakukan secara terbuka 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. 

2. Berdasarkan penyajian data dan hasil analisis yang diperoleh dapat 

diketahui bahwa anggota SPP mengenai konstribusi program SPP (simpan 

pinjam kelompok perempuan) di Desa Umbulsari, dana yang diperoleh 
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dari program SPP dipergunakan untuk penambahan modal usaha, sehinga 

dapat meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat di Desa 

Umbulsari. 

3. Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap program SPP di Desa 

Umbulsari yaitu didalam  program SPP (simpan pinjam kelompok 

perempuan) ada besaran dana yang dapat dipinjam untuk setiap orang 

dalam tiap kelompok dengan bunga 1,5 % perbulan dan proses 

pengembaliannya bisa di angsur tiap bulan selama 10 bulan. Dalam Islam 

kita sangat dianjurkan untuk bersifat amanah dan tolong-menolong 

walaupun pada praktiknya SPKP menggunakan bunga. Adapun kesalahan 

pada lembaga tersebut adalah pada prakteknya, yakni dari segi 

pengembalian berlebih yang melebihi jumlah hutang atau disebut dengan 

riba,  dan ketika ada riba didalamnya maka perjanjan itu menjadi haram 

dalam ekonomi Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis mencantumkan dua 

point yang perlu diketahui yaitu, pertama tentang kesimpulan dari isi skripsi 

yang peneliti bahas pada bab diatas, kemudian point kedua berisi saran-saran. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada pada PNPM Mandiri 

Perdesaan Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 

menggunakan pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat  

tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat miskin melihat dan menyadari 

permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian mencri solusi dengan 

mendiskusikan bersama bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. 

Dengan menggunakan tekhnik motiving dan supporting bisa 

digunakan untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka agar dapat 

menimbulkan kesadaran, menggalang kesatuan, dan kekuatan mereka untuk 

bertindak dalam menangani masalah tersebut, dengan demikian masyarakat 

bisa berpartisipasi secara langsung dalam meningkatkan taraf hidupnya. 

1. Pelaksanaan program SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa 

Umbulsari yaitu Sebagaimana penelitian yang telah dilaksanakan, ternyata 

didalam pelaksanaan program SPKP (simpan pinjam kelompok 

perempuan) di Desa Umbulsari kurang transparan dan akuntabel padahal di 

dalam PTO (petunjuk teknis operasional) program pemberdayaan 

masyarakat mandiri perdesaan prinsip-prinsip yang digunakan harus 
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transparan dan akuntabel, artinya dalam setiap langkah dan kegiatan harus 

dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat luas. 

2. Konstribusi program SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) di Desa 

Umbulsari yaitu dapat diketahui bahwa sebelum adanya pinjaman dana 

SPP usaha masyarakat hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya. 

Setelah adanya program SPKP ( simpan pinjam kelompok perempuan) 

masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dan 

pengembangan usaha yang mereka jalani. 

3. Di dalam program SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) ada 

besaran dana yang dapat dipinjam untuk setiap orang dalam tiap kelompok 

dengan bunga 1,5% perbulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai 

bersama, dan proses pengembaliannya diangsur tiap bulan selama 10 bulan. 

dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk bersifat amanah dan tolong-

menolong walaupun pada praktiknya SPKP menggunakan bunga, namun 

bagi masyarakat yang menjadi nasabah mereka tidak diberatkan dalam 

pengembalian dana yang dipinjamkan. 

 
B. Saran-saran 

Selama pelaksanan penelitian tentang kontribusi pelaksanaan program 

SPKP (simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program PNPM-MP 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi 

Islaam di Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, 
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diperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

konstruktif bagi penyempurnaan atau sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat diantara saran yang 

dimaksud disini yaitu; 

1. Bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya kegiaan yang 

dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut diharapkan agar semua 

kegiatan yang sudah terlendingkan tersebut bisa terus berkelanjutan, 

sehingga sebagai pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tidak sia-sia dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan supaya kehidupan 

masyarakat Desa Umbulsari lebih makmur dan sejahtera. Dan dalam setiap 

melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman 

pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, 

sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang 

mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. 

2. Bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa melestarikan program yang 

sudah dilendingkan supaya masyarakat tidak bergantung terus-menerus 

terhadap pemerintah dan bisa hidup lebih makmur dan sejahtera. 

3. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa jurusan Hukum 

Ekonomi, dalam masalah fiqih muamalah kiranya lebih memperhatikan 

ketentuan-ketentuan hukum Islam, sehingga apa yang dilakukan atau 

mengambil keputusan tidak menyalahi aturan syariah Islam 

4. Untuk peniliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai 

macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya 
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praktek muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti, karena hal ini sangat 

penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari 

kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS 

Nama    : Diah Putri Ayu Musrifatul Laili 

Tempt, Tgl Lahir  : Jember, 02 Juni 1996 

Alamat : Dus. Sumberjo RT 01/RW 10 

Des. Umbulsari Kec. Umbulsari 

Kab. Jember 

Fakultas  : Syari’ah 

Jurusan   : Muamalah (MU) 

Program Studi  : Hukum Ekonomi Syariah 

Riwayat Pendidikan     : TK Edipeni Tembokrejo (1999-2001) 

MI Darul Huda Wonoroto (2001-2007) 

    Mts. Raden Rahmat (2007-20010) 

    SMK Negeri 6 Jember (2010-2013) 

    S1 IAIN Jember (2013 – 2017) 

Pengalaman Organisasi : Humas Kopsis SMK Negeri 6 Jember 

Anggota Koprasi Mahasiswa IAIN Jember 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 i

KONTRIBUSI PELAKSANAAN PROGRAM SPKP (SIMPAN PINJAM 

KELOMPOK PEREMPUAN) DALAM PROGRAM PNPM-MP 

TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA UMBULSARI 

KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk Memenuhi Salah 

Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari’ah 

Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi 

 

 

 

 

 

Oleh : 

DIAH PUTRI AYU MUSRIFATUL LAILI 
NIM: 083 132 028 

 

INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI JEMBER 

PROGRAM STUDI MUAMALAH  

FAKULTAS SYARI’AH 

MEI 2017 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 xi

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................................  ii 

PENGESAHAN ..........................................................................................  ii 

MOTTO ......................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN .......................................................................................  v 

KATA PENGANTAR .................................................................................  vii 

ABSTRAK ...................................................................................................  x 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  xi 

BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................   1 

B. Fokus Penelitian ................................................................................   9 

C. Tujuan Penelitian  .............................................................................  10 

D. Manfaat Penelitian  ............................................................................  11 

E.  Definisi Istilah ...................................................................................   12 

F.   Sistematika Pembahasan  ...................................................................  14 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ......................................................................  17 

A. Kajian Terdahulu  ..............................................................................  19 

B. Kajian Teori  .....................................................................................  19 

1. Pengertian Pemberdayaan Mayarakat  ............................................  19 

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Mayarakat ......................................  25 

3. Dasar Hukum .................................................................................  29 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 xii

4. Jenis Kegiatan PNPM-Mandiri  ......................................................  31 

5. Jenis dan Fungsi Kelompok SPP  ...................................................  36 

6. Pemberdayaan Sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat 38 

7. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Islam  ...  42 

8. Prinsip dari Pemberdayaan dalam Ekonomi Islam  .........................  47 

BAB III METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  .......................................................  49 

B. Lokasi Penelitian  ..............................................................................  50 

C. Subyek Penelitian  .............................................................................  50 

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................  52 

a. Observasi  ....................................................................................  52 

b. Wawancara  .................................................................................  54 

c. Dokumentasi ...............................................................................   54 

E. Analisa Data  .....................................................................................  55 

F. Keabsahan Data  ................................................................................  57 

G. Tahap-tahap Penelitian  .....................................................................  58 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian  ..............................................................  60 

1. Letak Geografis Desa Umbulsari  ................................................  61 

2. Peta Desa Umbulsari  ..................................................................  61 

3. Sejarah PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari  ....................  61 

4. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari  ...........  63 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 xiii

5. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Umbulsari  .....................  64 

6. Bentuk Kegiatan Program SPP (simpan pinjam kelompok  

perempuan)..................................................................................   64 

B. Penyajian dan Analisis Data 

1. Pelaksanaan Program SPP (simpan pinjam kelompok  

perempuan) Desa Umbulsari  .......................................................  72 

2. Konstribusi Program SPP (simpan pinjam kelompok  

perempuan) Desa Umbulsari  .......................................................  81 

3. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Program  

SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) Desa Umbulsari  ......  88 

C. Pembahasan Temuan  ........................................................................  96 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ......................................................................................  99 

B. Saran  ................................................................................................  100 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

1. Pernyataan Keaslian Tulisan 

2. Matrik Penelitian 

3. Pedoaman Penelitian 

4. Jurnal Penelitian 

5. Dokumentasi 

6. Peta  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 xiv

7. Surat Keterangan (Izin Penelitian) 

8. Surat Keterangan (Selesai Penelitian) 

9. Biodata Penulis 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anto, Hendrie. 2003. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Ekoniasa. 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta. 

Basri, Iikhwan Abidin. 2005. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema 
Insani Press.jakarta: raja Grafindo Persada. 

Chapra, Umer. 2006. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani. 

Deliarnov. 2016. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press. 

Djuwaini, Dimayuddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 

http//Islam dan pemberdayaan. Sabtu, tanggal 10 Desember 2016. 

http//www.Tpnk.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok-program-berbasis-
pemberdayaan-masyarakat-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-
pnpm-mandiri. Senin, tanggal 17 Juli 2017. 

IAIN Jember. 2015. Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. Jember: IAIN Jember 
Press 

Jaribah Ibn Ahmad Al-Harisi, 2006.  Fiqih Ekonomi Umar Bi Al-Khathab,(Terj). 
Jakarta: Khalifa. 

Kantor  UPK PNPM-MPd wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat  
dalam Perspektif Kebijakann Publik. Bandung: Alfabeta. 

Moleong, J Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 
Rosda karya. 

Muhamad. 2004. Metode Penelitian Pemikirankonomi Islam. Yogyakarta: 
Ekoniasa. 

Muhammd , Sharif. 2012. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. 

Noor, Harisudin. 2014. Fiqih Muamalah 1. Surabaya: Pena Salsabila. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

Papilaya, Eddy Ch. 2007. Wacana Pembangunan Alternative. Jogyakarta: Ar-
Ruzzz Madia. 

Partanto, Piu A. 2011. Kamus Ilmiah Pouler. Surabaya: Arokala. 

Prijono, Onny. 1996. Pemberdayaan Konsep Kebijakan. Jakarta: CSIS. 

Qardhawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani 
Press. 

Rahmawati, Fauzi. 2011. Tinjauan Normatif Terhadap Pinjaman Berguliir Dalam 
Kerangka Program Nasional pemberdayaan Mandiri Perkotaan (PNPM-
MP). Semarang: Skripsi IAIN Walisongo  

Saebani, Beni Ahmad. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka 
Setia. 

Sudraja, Subana. 2005. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka 

Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: 
Alfabeta. 

Suhrawadi, Lubis. 2012. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 

Suwandi dan Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitataif. Jakarta: Rinda 
Cipta. 

Syamsi, Ibnu. 1986. Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemprograman dan 
Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: 
Rajawali. 

Warkum, Sumito. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait.  

Wahab, Kholaf. 1996.  Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Gema Risalah Pres. 

Zulkifli, Sunarto. 2000. Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: 
Zikrul Hakim. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 vii

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim... 

Alhamdulillahirobbil’aalamiin, segala puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT. Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, shalawat dan 

salam senantiasa peneliti limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 

SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para ummatnya hingga akhir zaman. 

Dengan keridhoan hati, peneliti bersyukur atas kehadirat Allah SWT 

memberikan rahmat, taufik, hidayahh serta inayahnya sehingga peneliti berhasil 

menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Adapun dalam Skripsi ini penulis buat dan 

sampaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian strata S-1, dengan 

judul penelitian “Kontribusi Pelaksanaan Program SPKP (simpan pinjam 

kelompok perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Umbulsari, 

Kecamatan, Umbulsari, Kabupaten Jember. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya 

bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik moril maupun materil. Maka skripsi 

ini tidak akan terselesaikan. 

Oleh karena itu, dengan semua yang yang telah diberikan maka penulis 

ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu proses terselesainya Skripsi ini. Secara khusus saya sampaikan terima 

kasih kepada : 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 viii

1. Bapak  Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM. Selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Jember (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas 

akademis selama masa studi penulis. 

2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syaria’ah yang 

telah memberikan kelancaran slama studi penulis. 

3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI Selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi. 

4. Ibu Busriyanti, M. Ag selaku kaprodi Muamalah yang telah menyetujui judul 

skripsi penulis. 

5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

selalu sabar membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis, 

memberikan arahan, motivasi, dan masukan yang sangat berarti sehingga 

terselesaikan dengan baik dan lancar. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan motivasi baik berupa dukungan 

moral, materil, maupun spritual demi terselesainnya skripsi ini. 

7. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk membantu 

penulis lebih teliti dan jeli dalam penulisan skripsi ini. 

Semoga balasan Allah SWT senantiasa tercurah sesuai jasa-jasanya yang 

telah diberikan kepada penulis. 

Dalam penulisan Skripsi ini, tentu tidak akan terlepas dari kekurangan dan 

kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca adalah hal penting berharga 

hingga akirnya skripsi ini bisa tampil lebih sempurna. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 ix

Sebagai ungkapan akhir, semoga Skripsi ini dapat memberikan barrokah 

bagi penulis sekaligus pembaca. Amin... 

Jember, Mei 2017 

 

Penulis  

 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

JUDUL VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR 

SUMBER 

DATA 

METODE 

PENELITIA 
FOKUS PENELITIAN 

“Pelaksanaan 
Program SPP 
(simpan 
pinjam 
kelompok 
perempuan) 
dalam 
Program 
PNPM-MP 
Terhadap 
Pemberdayaa
n Ekonomi 
Masyarakat 
Perspektif 
Hukum 
Ekonomi 
Islam  di 
Desa 
Umbulsari 
Kecamatan 
Umbulsari 
Kabupaten 
Jember”. 

Pelaksanaan 
Program SPP 
(simpan 
pinjam 
kelompok 
perempuan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hukum 
Ekonomi 
Islam 

1. Pelaksanaan 
program 
SPP 
(simpan 
pinjam 
kelompok 
perempuan) 

2. Konstribusi 
program 
SPP 
(simpan 
pinjam 
kelompok 
perempuan) 

3. Pandangan 
hukum 
ekonomi 
Islam 
terhadap 
program 
SPP 
(simpan 
pinjam 
kelompok 
perempuan) 

1. Pengertian 
pemberdayaan 
masyarakat 

2. Prinsip-prinsip 
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jenis penelitian 
studi kasus 
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penelitian : 
Purposive 
Sampling 

3. Metode 
Pengumpulan Data 
 Observasi 
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 Dokumentasi 

4. Metode Analisa 
data dengan 
menggunakan 
Deskriptif Analisis 
antara lain: 
 Reduksi data 
 Penyajian data 
 Penarikan 

kesimpulan 
5. Keabsahan data: 

Metode 
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sumber 

1.Pokok masalah Bagaimana 
Pelaksanaan Program SPP 
(simpan pinjam kelompok 
perempuan) dalam Program 
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Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Perspektif 
Hukum Ekonomi Islam di 
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a. Bagaimana pelaksanaan 

program SPP di Des 
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MOTTO 

 

                                

                                

                    
 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 
Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak 
(pula) dianiaya. (Qs. Albaqarah: 278-279)1 

 

                                                        
1Depertemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya:Dulta Ilmu Surabaya, 2005)  
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Pedoman Wawancara 

A. Kepala Desa 

1. Apa yang bapak ketahui tentang SPP PNPM Mandiri Perdesaan? 

2. Sejak kapan SPP PNPM Mandiri Perdesaan? 

3. Bagaimana dengan atusias masyarakat desa ini, apakah mereka 

mendukung program ini? 

4. Menurut bapak apakah tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat 

sudah berhasil? 

5. Apa harapan bapak selaku kepala desa terhadap PNPM Mandiri 

Perdesaan ini? 

B. Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya kegiatan SPP PNPM di Desa 

Umbulsari? 

2. Bagaimana antusias masyarakat (perempuan) dalam kegiatan ini? 

3. Apa kriteria calon anggota kelompok kegiatan SPP PNPM? 

4. Sebagai TPK (tim pengelola kegiatan) apa saja yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab bapak/ibu? 

5. Menurut bapak/ibu bagaimana tanggapan masyarakat ketika mereka 

mengetahui bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan 

di desa adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat? 

6. Sebagai TPK bagaimana bapak/ibu mengajak masyarakat untuk turut 

berpartisipasi dalam program ini? 

7. Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan program SPP? 
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8. Menurut bapak/ibu apa konstribusi program SPP (simpan pinjam 

kelompok perempuan)? 

C. Kelompok Program SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) 

1. Apa profesi anda? 

2. Apakah anda mendapatkan bantuan modal dari SPP? 

3. Bantuan tersebut digunakan untuk membuat usaha apa? 

4. Apakah ada bunganya dari pinjaman modal SPP? 

5. Berapa bunganya dari pinjaman modal SPP? 
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